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PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
OLEH BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PADANG
(Dina Wahyuni, 07940180, Fakultas Hukum UNAND, Jumlah halaman 84,
Tahun 2010/2011)

ABSTRAK

Banyaknya kredit macet yang terjadi disebabkan oleh Jjeleknya dunia perbankan
Nasional yaitu dalam pemberian kredit. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, sebelum memberikan
kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek dari usaha debitur. Namun kredit macet masih banyak
terjadi,sehingga harus dilakukan eksekusi. Salah satunya dengan parate eksekusi yang
melakukan proses eksekusi tanpa melibatkan pengadilan, sehingga lebih memudahkan
para pihak. Tapi kenyataannya pelaksanaan parate eksekusi tersebut masih ada yang tidak
berhasil dilakukan. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi
tentang Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang Padang. Rumusan masalah yang penulis ambil adalah Bagaimanakah
pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Padang, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan parate
eksekusi hak tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang dan
bagaimana solusinya. Dalam penulisan ini penulis memilih metode penelitian secara
pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan melihat dan menganalisa
secara kualitatif. Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh didapat dari interviu
dengan karyawan Bank Rakyat Indonesia di Kantor Cabang Padang pada bidang
Pelaksanaan Lelang dan Supervisor yaitu dengan supervisor ADK, serta studi
kepustakaan dari buku dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut
terdapat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yaitu
Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu
penjualan barang dengan lelang, tanpa lelang dan penebusan oleh pihak ketiga.
Pelaksanaan parate eksekusi dengan lelang sangat jarang berhasil dibanding dengan
tanpa melalui lelang (penjualan bawah tangan). Hal tersebut dipicu oleh kendala-kendala
yaitu Adanya perlawanan Pihak Tereksekusi, Peminat untuk ikut lelang sedikit dan
bahkan tidak ada sama sekali, serta debitur yang tidak kooperatif. Kendala tersebut
dapat ditanggulangi dengan melakukan hal-hal seperti pengosongan paksa, meyakinkan
peserta lelang dan juga melakukan pengontrolan.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankaﬁ _rherupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan
di bidang keuangan den;g'an menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalﬂrkhnnya'kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk lainnyé dalam rangka meni_ngkatkan taraf hidup rakyat banyak,

Dalam melakukan fungsinya untuk menyalurkan dana berupa kredit ke
masyarakat, bank menerapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang
agar dapat menjadi nasaléah pada bank tersebut. Kriteria-kriteria itu dikenal
dengan istilah 5 C (the ﬁve 's credir), yaitu-: Pertama, Character (watak) adalah
data tentang kepribadian. dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi,
kebiasaan-kebiasaannya, caré hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun
hobinya. Character ini untuk- mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur
berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, Capasity (kemampuan)
merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat
dilihat dari pendidikannyaﬂ,‘pengalaman mengelola usaha (business record) nya,
sejarah perusahaan yang i)emah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak,
bagaimara mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari ability to
play atau kemampuan dalam membayar. Ketiga, Capital (Modal) adalah kondisi
kekayaan yang dimiliki Qieh perusahaan yaing dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari
neraca, laporan mgi-lab;a,-- struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang
diperoleh seperti refurn 6n: equity (keuntingan berdasarkan pendapatan) dan

return on investment (keuntungan berdasarkan investasi). Dari kondisi di atas bisa



dinilai apakah layak calqn' pelanggan diberi pembiayaan, dan seberapa besar
plafon pembiayaan yang.'la)}ak diberikan. Keempat, Collateral (Agunan) adalah
jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar
tidak bisa memenuhi ké’wajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir,
artinya bilamana masih acié,suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan
yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Kelima,
Condition of Economy (Prospek usaha calon_ debitur), pembiayaan yang diberikan
juga perlu mempeﬂimbaﬁgkm kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek
usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi
perekonomian, oleh kareﬁa-itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha
calon pelanggan. -

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, industri perbankan
Indonesia sangat menerépkan sistem jaminan (collateral oriented). Hal ini
disebabkan oleh ketentuan. dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1967 secara tandas menentukan bahwa Bank Umum tidak memberi kredit tanpa
jaminan kepada siapa puﬂ juga. Ketentuan pasal ini telah menciptakan orientasi
bank yang bukan lebih mengutamakan feasibility atau dikerjakannya dari proyek
atau usaha nasabah tetap‘i,.lebih mengﬁtmnakan agunan. Seringkali proyek atau
usaha-usaha yang ﬁasjblé (dapat dikerjakan) ditolak permohonan kreditnya hanya
karena calon nasabah debitur tidak menyediakan agunan (tambahan) yang cukup.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ingin mengubah orientasi bank
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut. Bahkan

memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam hubungannya dengan kesulitan
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nasabah untuk dapat menyerahkan agunén. Sekalipun Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tidak lagi meﬂérapkan sistem jaminan (collateral oriented), namun
praktik perbankan témpal;n.ya masih belum mengubah orientasinya. Pertimbangan
dan penilaian terhadap ‘u‘psur character, capital, capacity, condition of economy
debitur tanpa memberikan tekanan kepada collateral memang dapat membantu
pata pengusaha yang me_ztljalankan usaha dengan prospek usaha yang baik dan
dalam kondisi perusahga;.u;ya yang sehat dan berjalan dengan baik, tetapi akan
menjadi masalah bagi pihak bank. Pada sisi yang satu, bank harus membanty
golongan ekonomi lemal;, namun pada sisi lain juga melindungi pihak bank
sebagai kreditur.! |

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan atas dilaksanakannya kewajiban oleh debitur di
kemudian hari yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan
hukum. Jenis-jenis jaminaq yang masih berlaku sampai sekarang yaitu :2
gadai; |
hak tanggungan; -
Jaminan fidusia;

hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
borg; :

tanggung-menanggung;
perjanjian garansi. «-

A il e

Khusus mengenai tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya, jaminan
yang dipakai adalah Hak Tanggungan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dundangkan dan berlaku tanggal 9

April 1996, maka lembaga jaminan terhadap tanah sebelumnya yaitu Hipotik yang

! Sutan Remy Sjahdeini,” 1993, Hukum Jaminan Indonesia, Proyek ELIPS dan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm21-22 E

? Salim HS, 2004, Petkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, hlm 25 :



diatur dalam Buku II KUI-iPerdata dan Creditverband dalam Staatsblad 1908-542
sebagaimana yang telah d‘iq.ba.h dengan Staatsblad 1937-190, tidak berlaku lagi.
Dengan demikian, kita sudai:l memiliki produk hukum nasional tentang lembaga
jaminan sebagai perwujudan untuk membangun Hukum Tanah Nasional
sebagaimana yang diame;hatkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria,

Hak Tanggungan‘adﬂa;lah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang
tertentu, yang member-iican, kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain, dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, kreditur
pemegang Hak Tanggungaﬁ berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang
dijadikan jaminan mem.z.mt ketentuan pefundang;undangan yang bersangkutan,
dengan hak mendahului 'dﬁpada kreditur-kreditur lain.’

Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi
preferensi piutang—piutaﬁg ‘negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku. Apabila diperhaﬁkén, ketentuan Hak Tanggungan ini lebih memberikan
perlindungan dan kepastiaﬁ hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang
terlibat didalamnya baik ‘untuk Pemberi Hak Tanggungan, Pemegang Hak
Tanggungan maupun Plhak Ketiga.

Dari ketentuan P,asél 20 ayat(l) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
berbunyi sebagai berikut |

Apabila debitur cid.era:janji, maka berdasarkan :
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau ; _ _
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan
sebagimana ' dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pehmasan

* Penjelasan Umum Angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungan



. piutang ﬁeﬁe‘gang Hak Tanggungan dengan hak mendahului
daripada kreditur-kreditur lainnya.

Dari uraian di atas, _dépat kita lihat bahwa eksekusi Hak Tanggungan untuk
pelunasan hutang mcmpugyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Eksekusi dilaksapakén secara pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara cian Lelang (dahulu bernama Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara)'sletempat dimana objek Hak Tanggungan berada;

2. Ada_ dua cara atau: prosedur yang dapat ditempuk oleh Pemegang Hak
Tanggungan / Kreditur dalam melakukan eksekusi, yaitu melalui Pasal 6
dimana pemegané Hak Tanggugan pertama menggunakan haknya untuk
menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Yang kedua,
menggunakan kekuatan Titel Eksekutorial yang mempunyai kekuatan
hukum sama dengaﬁ_ putusan ﬁengadilan. Dengan demikian, langkah ini
sama seperti eksektllsi Grosse Akta Hipotek yang diatur dalam Pasal 224
HIR yaitu melalui pengadilan terlebih dahuhu.

3. Pemegang Hak Tanfgéungan Pertama mempunyai hak mendahului dari
kreditur-kreditur yang ‘lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang
tentu tidak mengurangi préferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan
yang berlaku, )

Pelaksanaan eksekusli Hak Taﬁégungan terhadap barang jaminan debitur
merupakan upaya teraichjr yang dilakukan apabila debitur cidera janji
(wanprestasi) dan tidak ’Vc'lapat memenuhi kewajibannya membayar hutang-
hutangnya kepada kreditur..Adé 2 (dua) kreditur yang harus kita bedakan dalam
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Pémbedaan ini penting karena berkaitan

dengan prosedur pelaksanaan eksekusi terutama dalam pemohon lelangnya. Jika



krediturnya adalah Bank i’emerintah, maka sesuai dengan UU No. 49 Prp Tahun
1960 tentang Panitia UI'I;,SE!II Piutang Negara, maka kredit harus diserahkan -
kepada PUPN / DJKN (Djf;:ktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk dilakukan
pengurusannya dengan ca’ra-éara khusus seperti parate eksekusi. Sedangkan kredit
macet yang berasal dari Bank Swasta, pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan oleh
Pengadilax:; sesuai denga;i Pasal 224 HIR.

Bagi bank pemedntz;il, pengurusan kredit macet dengan cara-cara khusus
seperti parate eksekusi-ﬁempakm hal yang memberikan keuntungan kepada
pihak bank karena tidak meﬁbatkan pengadilan, sehingga prosedurnya lebih cepat
dan menghemat biaya yang .dike‘luarkan.

Dalam rangka mer;ibeﬁkan gambarah yang sebenarnya tentang bagaimana
pelaksanaan eksekusi at'aé obyek hak tanggungan, berikut akan diuraikan dengan
melakukan penelitian y.;m'g. mengambil judul : “PELAKSANAAN PARATE
EKSEKUSI HAK TAN':G'_GUNGAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG PADAN G”

. Perumusan Masalah |

Berdasarkan latar b‘e*_:l'akang yang telah yang telah diuraikan di atas maka
dapat dikemukakan rumusén permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ﬁelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan oleh Bank

Rakyat Indonesié .Kantor Cabalng Padang?

2. Apa saja han_lba:t'én—hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan parate

eksekusi hak .téxiggungan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Padang dan bagaimana solusinya?



C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan p;c:rate eksekusi hak tanggungan oleh Bank
Rakyat Indonesia Kz_iﬁtor Cabang Padang;
b. Untuk mengemhlﬁi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
parate eksekusi’ hak tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor
Cabang Padang dan solusinya. -
D. Manfaat Penelitian |
Dengan melakukan peﬁelitian dapat memberikan 2 manfaat yaitu :
1. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui pelaksan'aan—parate eksekusi akan menambah
wawasan penulis dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dan
menambah penget;ahuan penulis dalam hukum perdata, khususnya hukum
Jaminan. ;

2, Manfaat Praktis -

Dengan mengetahui pelaksanaan parate eksekusi, dapat memberikan
masukan bagi bank dan masyarakat. Bagi bank, agar dapat mengambil
tindakan yang t;apat dalam melakukan eksekusi atas objek hak
tanggungan dan 'bagi masyarakat akan bertambah wawasannya dan
pemal;amannya tentang pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan

tersebut.




E. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masaléﬁ
Pendekatan yang 'di_pakai dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis,

yakni dengan melihatf.dén menganalisa ketentuan yang ada dalam peraturan
perudang-undangan dan melihat bagaimana kényataan yang terjadi di
lapangan. Dari gabungan kedua metode tersebut, akan melahirkan kesimpulan
yang benar mengena;i pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan.

b. Sumber dan Jenis Dall.‘a-
Sumber data yang digﬁnakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lap.a’ngan (Field Research)

Penelitian Lapangan (Field Research) pada penelitian ini
dilakukan deﬁgan mengadakan interviu. Interviu yang dilakukan
adalah structured interviu yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan
yang lengkap. :mengenai - seluruh masalah yang diteliti dan
menggunakan-‘: open- question yaitu jawaban dari pertanyaan tidak
disediakan oleﬁ peneliti tetapi diserahkan kepada responden.
Responden disini adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang
Padang. -

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian -Kepustakaan (Library Research) yaitu dilakukan dengan

mengambil dat.a~ yang berkaitan dengan judul dari berbagai jenis data.
Jenis data ada 3 (tiga) :y'aim :
1. Data Primc:.;,l ‘jfaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan-

peraturan dan hukum seperti :



a) Undangfﬁndang No. 5 I’I‘ahun 1960 tentang Ketentuan Pokok
Agraria; |

b) Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutapg Negara;

) Undanjg-_Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
AteS Tangh thesarty Benda-Benda yang berkaitan dengan

d) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

e) Peratur:z;l_l Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tan'éh;‘

f) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2002 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara; '

g) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503 Tahun 2000 tentang
Penganéan Piutang Negara;

h) Kepu_m'sén Dirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor
35/PL/2002 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Lelang; -

i) Peramﬁﬁ ‘Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang
Penguru;‘,an Piutang Negara;

b)) Perattirgn Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-
OIIKNIZOOS tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang
Nega;a. |

2. Data Sekunder, 3;aitu : Bahan pénelitian yang berasal dari peraturan-

peraturan dan hukum seperti : buku-buku yang berkaitan dengan



penelitian, makﬂah—makalah seminar, tulisan lepas, artikel dan
sebagainya. .'
3. Data Tersier,‘ yaitu : Bahan yang menunjang dalam melengkapi
penelitian mencakup Kamus Hukum dan Kamus Inggris-Indonesia.
¢. Pengolahan dan Anallis.is Data |
1. Pengolahan data .
Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan
(field research) dan penelitian kepustakaan (/ibrary research) akan diolah
dengan cara: Editir.:g Data yang telah diperoleh dari data djl_apangan atau
penelitian kepustlakaan akan diedit terlebih dahutu guna mengetahui
apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap,
atau masih behm:; lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung
pemecahan masal.'i.ih yang telah dirﬁmuskan.
2. Analisis data
Analisis mempékm penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk
mendapat suatu kési'mpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul
kemudian o:iilakukan.~ analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan
didalam penelitian -terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak
menggunakan ang_ké—angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-
unidangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman dalam penelitian.
F. Sistematika Penulisan 'l
Agar penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dan sesuai dengan judul yang
telah dikemukakan scbeiﬁmnya, maka peneliti menentukan _ga.ris besar dalam

panalitian ini yang terdiri dari IV BAB, yaitu:
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BAB1

Pendahull.l"an |

Pada Bab i’e;;dahuluan 1111 peneliti menguraikan latar belakang
masalah ya;ug berisi tentang alasan atau latarbelakang pengambilan
topik atau ;i'ud'ul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

dalam skripsi.

BAB II Tinjanan Pustaka

BAB IIT

Tinjaua_n pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang
jaminan );aitu pengertian jaminan dan pengaturan hukum jaminan,
jenis jamin?;g, syarat-syarat dan manfaat benda jaminan, sifat
perjanjian .j;;minan. Kemudian tinjauan umum tentang hak
tanggungan yaitu pengertian hak tanggungan, subjek dan objek hak
tanggungan, tata cara pembe;banan hak tanggungan, hapusnya hak
tanggungan, parate eksekusi hak tanggungan, ketentuan pelaksanaan
parate eksgkﬁsi, dan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam
pengajuan peﬁnohonan parate eks‘ekusi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang: Bagaimana pelaksanaan parate
eksekusi hak tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor
Cabang Pada.ng dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui

dalam pelaksanaannya oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Padang beserta solusinya.
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BABIV Penutup

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan

hasil penelitian.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

L TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN
A. Pengertian Jaminal;’dén Pengaturan Hukum Jaminan

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid
atau cautie mencakupr secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya
tagihannya, di sampmg pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-
barangnya. Selain istilah jaminanm dikenal juga dengan agunan, Istilah
agunan dapat diba;:é' di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang:i’_erubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. ,A;gunan adalah: “Jaminan tambahan diserahkan nasabah
debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atan
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariéh.”

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d. 30 Juli 197 disimpulkan
pengertian jaminaii, Jaminan adalah : Menjamin dipenuhinya kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.
Oleh karena itu, hukm:ti Jaminan erat sekali dengan hukum benda.

Konstruksi ja;ﬁiﬁan da.la{n definisi ini ada kesamaan dengan yang
dikemukakan Hart%mo Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono

Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah ;
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“Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan
keyakinan béhwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan™.*

Kedua definisi jmﬁin_an yang dipaparkan di atas adalah:
1 Difokuskaq pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
2 Wujud jamman ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil);
3 Timbulnya jamman karena ad‘anya perikatan antara kreditur dengan
debitur.

Istilah yang Qigunakan oleh M.Bahsan adalaﬁ jaminan. Ia berpendapat
bahwa jaminan a&?lah “Segala sesuatu yang ditentukan kreditur dan
diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam
masyarakat”,’ Ala's';an digunakan istilah jaminan karena:

a. telah lazim drgunakan dalam bidang Ilmu Hukum. dalam hal ini
berkaitan dengan ‘ penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan,
lembaga j@nm jaminan ’kebendaan, jaminan perorangan, hak
jaminan, dﬁn 's’é;bagainya;

b. telah digun'aicf;m dalam beberapa peraturan perundang-undangan
tentang lemiaaga Jaminan, seperti yang tercantum dalam UUHT dan
Jaminan Fidusia. .

Pada pﬂnsij)nya'penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh

M. Bahsan, bahwa 1st|1ah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis adalah

* Hartono Hadisoepraptd.i984, Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan
Huknm Jaminan, Liberty, Yogyakarta, hal 50

> M. Bahsan, 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta
hal 48, .
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jaminan, Tstilah jémjnax_l ini, mencakup jaminan materiil dan jaminan
perorangan. |

Mariam Daﬁts Badrulzaman juga merumuskan pengertian jaminan
sebagai suatu tanggujlgan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau
pthak ketiga kepalda,kreditm untuk menjamin kewajibannya dalam suatu
perikatan.® .

Pengaturan hukum jaminan dapat ol . menjadi 2 tempat, yaitu :
di dalam Buku IT KjUi—IPerdata dan di luar Buku II KUHPerdata. Ketentuan
hukum jaminlan ye-tlntg terdapat di dalam Buku II K[IEH’erdata merupakan
kaidah-kaideh hukum yang terdapat dan diatur di delam Buku I
KUHPerdata, I?cl:te'ﬁtuan-ketentlian hukum yang erat kaitannya dengan
hukum jaminan, )iapg masih berlaku dalam KUHPerdata, adalah gadai
(Pasal 1150 KUHPerdata sampai Pasal 1161 KUHPerdata) dan Hipotek
(Pasal 1162 sampai Pasal 1232 KUHf’erdata).

Ketentuan jaminan yang terdéllpat di luar KUHPerdata merupakan
ketentuan-ketentuan‘hukum yang tersebar di lvar KUHPerdata. Ketentuan-
ketentuan hukum 1tu, meliputi :

1. Undang-Uﬁds;.ng Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

2. Un&ang—Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia;

4. Undang-Unda_hg Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;

5. Bukulll tehtang van zaaken (hukum benda) NBW Belanda

§ Mariam Darus Badrulzaman, 2000, Beberapa Permasalahan Hukom Hak Jaminan, Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, him12 ’
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B. Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia
dan yang berlaku di Luar Negeri. Datam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967
tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit
tanpa adanya jamjnép’.’. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:”

a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan;

b. Jaminan immateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan

Jaminan kebendaqn mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti
memberikan hak m;endahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai
sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan
perorangah tidak me_ix_lberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu,
tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang
menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan, Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan
jaminan perorangan yaitu: -

“Jaminan materiil adalah jaminan yang bcrupa hak mutlak atas suatu

benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunym hubungan lagsung atas

benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap 51apapun selalu mengikuti

bendanya dan dapat dialibkan. Sedangkan jaminan immateriil

(perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung

pada perorangan tertentu, hanya dapat dlpertahankan terhadap debitur

tertentu, terhadap ha.rta kekayaan debitur umumnya®

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:’

1. gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata;
2. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku I KUHPerdata;

7 Salim HS, op.cit, hal 23
% Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan I.embaga Jaminan
Khususnya Fidusia Di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum
Umver51tas Gadjah Mada, Yogyakarta hal 4647
® Salim HS, ap.cit, hal 25 -
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3. credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana
telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun
1996;
5. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42
Tahun 1999.
Yang termasuk Jamman perorangan adalah:'®
1. penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
s tanggung-meganggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. perjanjian garausi.
Dari kedelapan jenis jaminan diatas, maka yang masih berlaku adalah:"
1. gadai; -
2. hak tanggungan
3. jaminan fidusia;

4. hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
5. borg;

6. tanggung-menanggung;

7. perjanjian garzinsi

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hlpotek dan
credietverband sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-
Undang Nomor 4 ‘Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan
permbebanan jaminan- atas kapal laut dan pesawat udara maih tetap
menggunakan lembaga hipotek. —

C. Syarat-syarat dan M_anfaat Benda Jaminan
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada

lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang

© 1bid
1 1bid
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dapat dijaminkan ladé.-léh benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu,
Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:"

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukannya;

2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk
melakukan atau meneruskan usahanya;

3. memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perln dapat
mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil)
kredit. |

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam

menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat
memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup

2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur déngan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh
fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan
usahanya keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau madal
yang diserahkan oléh‘- kreditur kepada debitur tidak merasa takut atan
khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian
hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur.
Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian
pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian
untuk mengembalikaﬁ pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Disamping
itu, bagi debitur adaléh'adanya kepastian dalam berusaha. Karena dengan

modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut,

12 Subekti, 1996,Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan
menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 73.
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Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit atau bunga,
bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan, Nilai
benda jaminan itu biasanya pada saat melakukan taksiran nilainya lobih tinggi
Jika dibandingkan ‘pokok dan bunga yang tertunggak, Namun dalam
kenyataannya seﬁnékalj nilai jaminannya lebih rendah dari hutang pokok dan
bunga, sehingga untuk-melakukan eksekusi oleh pejabat lelang mengalami
kesulitan, karena nﬁai- jual benda’ jaminan dibawah nilai hutang pokok dan
bunga. Apabila terj adi éeperti itu, maka pejabat lelang melakukan penundaan
terhadap eksekusi benda jaminan. Penundaan ini dilakukan sampai harga
barang jaminan sesu_%lj. dengan jumlah hutang yang seharusnya dibayar oleh
debitur. i

Secara umum, kegunaan dari barang-barang atau benda jaminan itu
adalah ;**

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan
pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk
membaydr kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan
dalam perjanjtan ;

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk
membiayai  usahanya, - sehingga memungkinkan  untuk
meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri
sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau selaurang-
kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat
diperkecil;

¢. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya,
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-
syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang
ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan
kepada bank. :

1 Rahmadi Usman, 2001, Aspek—aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Gramedia Pusaka
Utama, Jakarta , hal286 :
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D. Sifat Perjanjian Jaminan A

Pada dasarnya perjanjian kebendéan dapat dibedakan menjadi 2 macam,
vaitu perjanjian poi(ok'dan perjanjian accesoir. Petjanjian pokok merupakan
perjanjian untuk men&z;patkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau
lembaga keuangan ';_101_1bank. Rutten berpendapat bahwa petjanjian pokok
adalah perjanjian-perjanjian, yang. untuk adanya mempunyai dasar yang
mandiri (welke zelﬁqndi’ng een reden vari bestaan rechf)."* Contoh perjanjian
pokok adalah 'peﬂaﬁjian kredit bank. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan nang atau
tagihan yang dapat dipersamakaﬁ dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjlan::t-;neminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemBerian bunga.

Perjanjian acce.s;oz'r ini adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan
dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir ini adalah
perjanjian pembeb;man jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan
fidusia.Jadi sifat Ipe;janjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu
mengikuti perjanjian pokok.

Sifat asesor dari hak jaminan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum
tertentu, sebagai beriicﬁt 15

1. Ada dan hapuénya perjanjian jaminan itu tergantung dan ditentukan
oleh perjanjian pendahuluannya;

M7, Satrio, 1986, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 54
** Frieda Husni Hasbullah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata » Hak-Hak yang Memberi
Jaminan Jilid 2, Ind-Hill Co, Jakarta, himé-7 :
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2. Bila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan ' sendirinya

perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi batal;

3. Bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka dengan

sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih;

4. Bila perjanjianpendahuluannya beralih karena cessie, subrogatie,

maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus;

5. Bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus, maka perjanjian

pendahuluan tidak dengan sendirinya berakhir atau hapus pula.
II. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT
A. Pengertian Kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa romawi yaitn “credere” yang berarti
percaya. Dengan demikian dasar dari pengertian istilah kredit yaitu
kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegitan perkreditan
diantara para pihak éqpenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling
mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa
penerima kredit (del:iitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah
diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra
prestasinya.'®

Sedangkan pengertian kredit yang dikemungkakan oleh para sarjana
adalah:

a. Menurut Levy sebagaimana dikutip oleh Mariam Daruz Badrulzaman,
arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah
uang untuk digunakan secarﬁ bebas oleh penerima kredit. Penerima

kredit berhak meﬁggunakan pinjaman itu untuk kevantungannya dengan

kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.”

16 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2000,
Him. 365.

"7 Levy dalam Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991, him. 24. '
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b. Menurut Rayméﬁt P. Kent sebagaimana dikutip oleh Thomas Suyatno,
kredit adalah hai{ untuk menerima atau kewajiban untuk melakukan
pembayaran p‘%lda waktu diminhta atau pada waktu yang akan datang,
karena penycfahai_:t barang-barang sekarang.'®

B. Pengertian Perjanjia.nll‘{redit.

Setiap kredit yang telah disopakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan
penerima kredit (debitur) maka wajib ‘dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu
perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata
yaitu:

“Suatu perjanjiani adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

Iebih mengikatk?;'p dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian kredif itu sendiri berakar pada‘peljanjian pinjam-meminjam
sebagaimana yang diaﬁﬁ dalam pasal 1754 KUHPerdata adalah;

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari
macam dan keadaan yang sama pula”

Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat dan dipahami tentang
syarat sahnya suatu pégj anjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Untuk sahnya sua_‘-ru perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b) Cakap untuk membuat suatn perjanjian
c) Menger;a'i suatu hal tertentu

d) Suatu sebab yang halal

** Raymont P. Kent dalam Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1997, him. 12.
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C. Tujuan dan Fungéi Kredit.
Petjanjian kredit mempunyai tujuan dan fungsi yang penting, baik bagi
kreditur maupun bagi debitur. Tujuan dari pemberian kredit adalah:

a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan
pembangunan.

b. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lemah dan aktifitas
perusahaan agar dapat terjaminnya kebutuhan masyarakat.

c. Adanya usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam pengembangan
dan kelangsungan perusahaan. "

Fungsi kredit - dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan
disebutkan sebagai berikut:

Menmgkatkan daya guna usaha.

. Meningkatkan peredaraan dan lalu lintas vang.
Meningkatkan daya guna dan peredaraan barang.

. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha.
Dapat menigkatkan pendapatan.

Sebagai alat meningkatkan hubungan internasional ?°

| e o

D. Unsur-Unsur Kredit
Dari defenisi-detlelr.ﬁsi yang dikemungkakan baik oleh undang-undang
maupun para ahli maka dapat dirumuskan unsur-unsur kredit adalah sebagai
berikut:
a. Kepercayaan ‘(Tn;,s'r).

Pemberian kredit didasari oleh adanya kepercayaan yang timbal-
balik antara pém]_aeri ‘dan penerima kredit berdasarkan kepercayaan itu
seseorang akan menyerahkan' sesuatu barang berharga kepada orang
lain, pcmbeﬁ kredit harus mempunyai keyakinan, bahwa orang yang

akan dipijamkannya itu akan dikembalikan, demikian pula sebaliknya.

** Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersil, Edisi Refisi Kedua, Penerbit Aksara Persada
Indones:a 1991, him. 37.
* Thomas Suyatno, op. Cit, hlm. 16.
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b. Waktu (time).

Antara pérﬁberi kredit dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu
tentang waktu sesuai 'dengan perjanjian.

¢. Tingkat resiko.

Pembenan k:redlt menimbulkan tenggang waktu ini bersifat
abstrak sehmgga pemben kredit harus mempertimbangkan faktor resiko
ini. Semakin’ Ia_mg kredit diberikan semakin tinggi tingkat resiko yang
dipikul oleh pemberi kredit.

d. Prestasi

Objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tapi dapat
pula berupa barang-barang atau jasa-jasa. Dalam perkembangan dunia
perbankan saat ini objek kredit pada umumnya prestasi berupa uang,

Ruddy Tri Santoso mengemungkakan beberapa unsur-unsur kredit yang
sedikit agak berbedz} déﬁgan unsur-unsur yang dikemungkakan para ahli yaitu:

a) Kepercayaan.

b) Tenggang waktu.

c) Degree of rise (tingkat resiko).

d) Keuangan

Rudi melihat p:a.da‘ poin 4 (empat) diatas bahwa unsur kredit itu adalah
keuntungan yang diéapai oleh masing—xﬁasing pihak, karena adanya bunga
yang akan dikembalikan ataupun imbalq;l, sementara penerima kredit dapat

memanfaatkan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan®.

*! Ruddi Tri Santoso, Merigenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, him. 112-
113. ' '
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E. Berakhirnya Perjanjian Kredit.

Berakhirnya ﬁerjanjian kredit mengacu pada pasal 1381 KUHPerdata dan
berbagai praktek hukum lainnya yang timbul dalam hal pengakhiran perjanjian
kredit. Hal ini dilakukan melalui; " |

1. Karera pembayaran (pasal 1382 KUHPerdata) yaitu:
a. Pembayaran menurut hukum perikatan yaitu setiap tindakan
pemenuhaﬁ 'p.restasi
b. Pihak yang' wajib membayar yaitu Debitur, pihak yang
berkepentingan dan pihak ke tiga ( pihak yang tidak mempunyai
kepentingan). ]
Syarat-syarat yang wajib membayar (diatur dalam pasal 1384
KUHPerdata);' ’
a. Orang yéﬁg membayar haruslah pemilik mutlak dari benda yang
diserahkan.
b. Orang yﬁng membayar | haruslah yang berkuasa memindah
tangankan benda.
Syarat-sjarat yang menerima pembayaran (kreditur) (diatur pada
pasal 1385 KUHPerdata),
a. Kreditur itu senditi.
~ b. Orang yang diberi kuasa.
c. Orang:ya:mg diberi kuasa oleh hakim (Undang-Undang).
2. Subrogasi (pasgl ._1 400 KUHPerdata), penggunaan hak-hak kredituroleh

pihak ketiga yang membayar utang.
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3. Pembaruan utang/novasi (pasal 1413 KUHPerdata).

4. Perjumpaan utang/kompensasi (pasal 1425 KUHPerdata).?2

III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TANGGUNGAN
A. Pengertian Hak Tanggungan

Pasal 1 angka' 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, memberikan
pengertian Hak Tanggungan, memberikan pengertian Hak Tanggungan
berbunyi :

Hak Tanggungah atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor:5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentn yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain.

Undang-Undang No#4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ini
merupakan amanat dari pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tenfang
Undang-Undang Eolgc;k Agraria, yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan
yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna
bangunan akan diatur dengan undang-undang. Dengan diundangkannya
UUHT tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional yang merupakan salah satu
twjuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. Hak Tanggungan menjadi .
satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Sebelum berlakunya UUPA
dikenal berbagai macam hak jaminan tanah. Yaitu Hypotheek kalau yang
dijadikan jaminan tanah-tanah hak barat. Credietverband kalau yang dijadikan

jaminan tanah hak milik.adat. Dengan berlakunya UUHT ketentuan-ketentuan

# Anggara, 2006, Tentang Perjanjian Kredit.
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Hypotheek yang lc;léxigenai tanah serta ketentuan-ketentuan Credietverband
yang kedua berfun'ggi melengkapi ketentuan-ketentuan Hak Tanggungan
dinyatakan tidak ﬁerlaku lagi.

B. Subjek dan Objek Hak Tanggungan

Subjek hak tanggungan diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam kedua pasal
itu ditentukan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam pembebanan
hak tanggungan aclie;lah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak
tanggungan. Pemberi .'hak tanggungan dapat perorangan atau badan hukum,
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
objek hak tanggungan. .

Pemberi hak tanggungan terdiri dari perorangan atau badan hukum yang
berkedudukan sebagai pihak berpiutang, Biasanya dalam praktik pemberi hak
tanggungan disebut 'Eiengan debitur, yaitu orang meminjamkan uang di
lembaga perbankan, sedangkan penerima hak tanggungan disebut dengan
istilah kreditur, yaitu orang atau ba@ hukum yang berkedudukan sebagai
pihak berpiutang. |

Untuk dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak jaminan
atas tanah, termasujk_ :hak tanggungan, benda yang bersangkutan harus
memenuhi syarat sebagz:ti berikut

a. Dapat dinilai 'de.ngan uang, karena hutang yang dijamin berupa uang

b. Termasuk yang-didaftar dalam daftar umum, karena harus memenuhi
syarat publisitas

c. Mempunya1 sifat dapat dlpmdahka.n, karena apabila debitur cidera

janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual di muka umum
d. Memerlukan penunjukan dengan undang-undang

2 Salim HS, op.cit, hal 104 dikutip dari Subekti, Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit
termasuk Hak Tanggungan menurut hokum Indonesia, Bandung, 1996, hal 25
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Syarat-syarat ters,:ebut tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan dan dﬁsebut dalam Penjelasan Umum angka 5 dari penjelasan
Pasal 4 ayat (1). Sehdbungan dengan adanya persyaratan tersebut, yang
merupakan objek Hak ';I‘anggungan adalah sebagaimana yang disebut dalam
Pasal 4 djhubungkan_-dengaﬁ Pasal 27,.yaitu,:

a. Yang ditunjuk oleh UUPA (Pasal 4 ayat (1)), yaitu :

1. Hak Milik;
2. Hak Guna ilsaha;
3. Hak Guna Bangunan,
b. Yang ditunjuk.oleh Undané-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun (Pasal 27), yaitu ; |
1. Rutsh Susul yang berdiri di atas tabah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara.
2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di
atas tanah hak-hak yang disebut di atas.

c. Yang ditu:njgl% zjleh UUHT (Pasal 4 ayat (2)), yaitu :

Hak Pakai atas tanah negara yang menﬁrut ketentuan yang
berlaku wajib.ldidaﬂ:ar dan merurut sifatnya dapat dipiﬁdahtangankan.
Hak Pakai yang dimaksudkan adalah Hak Pakai yang diberikan
kepada perseorangan dan badan-badan hukum selama jangka waktu
tertentu unfuk‘ keperluan pribadi atau usaha. Tidak termasuk -Hak
Pakai yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan adalah yang
diberikan kepada instansi-instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Badan-badan ﬁeagmm dan Sosial serta Perwakilan Negara Asing,
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yang pemﬂﬁli(aunya tertentu dan menurut sifatnya tidak dapat
dipindahtaﬁgankan. Hak Pakai tersebut semula tidak dapat dibebani
Hak Tanggungen, karena tidak tidak ada penunjukannya dengan
Undang—Uﬁdang. Karena menurut sifatnya dapat dipindahtangénkan
dan termasuk hak yang didaftar, maka jaminan yang dapat dibebankan
adalah Fiducia. Dengan ﬁenunjukannya menjadi objek Hak
Tanggungan oleh UUHT, Fidusia tidak diperlukan lagi.
C. Tata Cara Pembebanan Hak Tanggungan
Sesuai dengan éifat accesoir dari Hak Tanggungan, pembebanannya
merupakan ikatan dari Perjanjian Pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan
hukum hutang piutang (dalam bank disebut perjanjian kredit) atau perjanjian
lainnya yang dijar_n%'n' pelunasannya. Seperti halnya pemyamﬁn atas
pembuatan akta otentik maka dalam pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan harus dihadiri oleh Pemberi Hak Tanggungan dan Penerima Hak
Tanggungan serta_ disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan ketentuan
sebagai berikut :** .

a. Pemberian Hak Tanggungan diﬁmlai dengan janji untuk memberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan hutang yang timbul
sebagai akibat adanya perjanjian hutang piutang atau perjanjian
lainnya yang dapat menimbulkan hutang antara kreditur dengan
debitur. ' ’

b. Pemenuhan Asas Publisitas dan Spesialitas

Tujuan pcndaﬁaim tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dari

hak atas tanah (Pasal 19 ayat(1) UUPA), kepastian hukuxﬁ tersebut meliputi:

1. Kepastian tentang subjek haknya;

* Perjanjian lain tersebut menurut penjelasan Pasal 3 ayat(1) UUHT, antara lain dapat berupa
perjanjian pengelolaan harta kekayaan dari orang yang belum dewasa atau di bawah
pengampuan. s
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2. Kepastian tentang objek haknya.

Agar peljalanan"l_lukum yang menyangkut hak atas tanah dapat berjalan

lancar maka oleh pemerintah diselenggarakan suatu sistem pengumuman hak-

hak atas tanah, yaitu:

1) Dengan mengadakan pendaftaran hak (publisitas) yaitu pengumuman

mengenai subjek pemegang hak;

2) Mengadakan kadaster, yaitu pengumuman mengenai luas, letak serta

batas-batas ddri bidang tanah (spesialitas).

Asas Publisitas' dan Spesialitas tersebut dimaksudkan untuk menjamin

kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, baik mengenai subjeknya maupun

mengenai objeknya. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak

Tanggungan dalam Kaiitan dengan Hak Tanggungan maka dalam rangka

memenuhi asas publisitas dan spesialitas tersebut, maka dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dicantumkan:

a. Nama dan identitas dari Pemberi/Penerima Hak Tanggungan (setelah

C.

Hak Tanggungan lahir dinamakan Pemegang Hak Tanggungan).
PPAT wajib meyakini bahwa pemberi Hak Tanggungan sebagai
pemegang Hak Tanggungan atas tanah berwenang melakukan
perbuatan hukum tersebut, pada saat pembuatan APHT, pemberi Hak
Tanggungan “wajib hadir sendiri baik dalam pembuatan APHT
maupun pada saat memberikan kuasa dengan SKMHT. Pemegang
Hak Tanggungan bisa orang-perorangan (termasuk CV, Firma,
Yayasan) atau badan hukum sebagai para kreditur.

. Domisili dari pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dalam hal

salah satu pihak berdomisili di luar Indonesia maka dapat ditentukan
domisili pilihan di Indonesia. Jika domisili pilihan tidak dicantumkan
maka domisili PPAT tempat pembuatan APHT tersebut dianggap
sebagai domisili yang dipilih.

Menyebutkan secara jelas hutang-piutang yang dijamin pelunasannya.

d. Nilai tanggungan.

.

Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan, baik mengenai
luas, letak serta batas.
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Dari APHT dapat dicantumkan janji-janji sepanjang tidak bertentangan

dengan pemdané—mdmgm yang  berlaku. Misalnya dilarang

memperjanjikan bahwa benda jaminan menjadi milik kreditur apabila debitur

cidera janji. Adapun Janji-janji tersebut antara lain sesuai dengan pasal 11

ayat (2) adalah:

1.

2.

10.

11.

12.

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menyewakan objek Hak Tanggungan;

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tanggungan;

Janji kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola objek
Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, yang
daerah hukumnya meliputi objek Hak Tanggungan;

Janji yang. memberi wewenang kepada pemegang objek Hak
Tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan;

Janji kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual atas
kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan, apabila debitur cidera
janji; .

Janji yang diberikan kepada pemegangHak Tanggungan pertama
bahwa objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak
Tanggungan,;

Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan hak
atas objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemegang Hak
Tanggungan.

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan berwenang untuk
menyelamatkan objek Hak Tanggunganuntuk keperluan eksekusi
atau mencegah menjadi hapus atau batalnya hak yang menjadi objek
Hak Tanggungan;

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
seluruh/sebagian ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan
karena dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau
dicabut haknya untuk kepentingan vmum;

Janji untuk mengosongkan objek Hak Tanggungan pada wakiu
eksekusi;

Janji bahwa sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan
pembebanannya disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan;

Janji bahwa bila pemberi Hak Tanggungan pada beberapa hak atas
tanah yang pelunasannya dapat dilakukan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai dari masing-masing hak atas
tanahnya yang merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan, maka
dengan dibayarmya angsuran membebaskan bidang-bidang tanah
tersebut dari Hak Tanggungan,
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Pada asasnya pei:jnbebana.n Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh
pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan dimana
pemberi Hak ngg@gm tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT, maka
diperkenankan meﬁggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan®
vang wajib dibuat &engz’m akta otentik, di hadapan Notaris atau PPAT, dalam
bentuk yang ditetaplicz'i.n oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, serta
memenuhi persyaratan Pasél 15 ayat (1)UUHT, sebagai berikut:

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain, selain
dari memb;abah_kan Hak Tanggungan;

2. Tidak memuat kuasa substitusi;

3. Menjelaskan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan
nama serta identitas Debitur apabila Debitur bukan pemberi Hak
Tanggungan,

Kuasa untuk meﬁ;ﬁebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali
atau tidak dapat berékhir oleh sebab apapun juga kecuali telah dilaksanakan
atau telah habis jangka waktunya.

D. Hapusnya Hak Tanggungan
Sebab-sebab happsx‘ll};a Hak Tanggungan disebut dalam Pasal 18, yaitu
karena:

a. Hapusnya hufang yang dijamin, sebagai konsekuensi sifat accesoir

Hak Tanggungan;
b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh kreditur pemegangnya yang

dibuktikan dengan pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak
Tanggungan yang bersangkutan kepada pemberi Hak Tanggungan;

% Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) antara lain menyatakan : ..,..hanya apabila benar-benar
diperlukan, yaitu apabila pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT
diperkenankan menggtnakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan senagn itu,
surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungandan harus memenahi
persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini.
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¢. Pemberi Hak :Tangglmgan vang bersamgkutan berdasarkan penetapan
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli
tanah yang dijadikan jaminan;

d. Hapusnya hakatas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Hapusnya
Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dijadikan
jaminan, tidak menyebabkan hapusnya piutang yang dijamin. Piutang
kreditur tetap ada tetapi tidak lagi mendapat jaminan secara preferent.

E. Parate Eksekusi Hak Tanggungan

Parate eksekusi'adalah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan melalui
Kantor Pelayanaﬁ . Kekayaan Negara dan Lelang tanpa melewati
proses/bantuan pengadilan, tetapi semua proses dari tahap awal sampai tahap
akhir diatur dan dilaksanakan oleh seseorang atau badan tertentu.

Eksekusi Hak -Tanggungan dapat dilihat pada Pasal 20 UUHT yang
menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak
Tanggungan ._se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b) Titel eksekgitpﬁal yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Dari ketentuan di atas, berarti ada 2 (dua) jenis-eksekusi Hak Tanggungan
yaitu eksekusi yang dapat langsung “dilakukan oleh Pemegang Hak
TanggungaxﬂKreditﬁr Pertama tanpa melalui pengadilan berdasarkan
kewenangan parate eksekusi (Pasal 6 UUHT) dan eksekusi berdasarkan
grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan Titel
Eksekutorial yang_'mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan

pengadilan. Dengan demikian, langkah ini sama seperti eksekusi grosse akta
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hipotik yang diatur dalam Pasal 224 HIR yaitu melalui pengadilan terlebih
dahutu2¢ |

Dalam pelaksanaé.n cksekusi Hak Tanggungan, objek Hak Tanggungan
harus dijual melalui ,iJeIelangan umum menurut tata cara yang ditentukan
dalam peundangQ_llndangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak
Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain (hak
preferen). Namun demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum
diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, maka diberikan
peluang penjualan di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan dengan
syarat—syarat:27

a. Adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

b. Pelaksanaan penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak

diberitahukan tertulis oleh pemberi atau pemegang Hak Tanggungan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

¢. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di

daerah yang bersangkutan atau media massa setempat,

d. Tidak ada pibak menyatakan keberatan,

Keleluasaan ini : dimaksudkan untuk Ilebih mempermudah jalannya -
eksekusi Hak Tanggﬁngan, namun secara bersamaan juga memberikan
kepastian hukum . kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana ciri-ciri dari Hak
Tanggungan itu se,ngljﬁ yaitu mudah dan pasti eksekusinya.

Ketentuan dalam Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang harus dipenuhi

adalah sebagai berikut :

* Pembahasan ini berdasatkan isi Pasal 26 UUHT mengatakan bahwa : selama belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan
mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap
eksekusi hak tanggungan

%" Salim HS, op.cit, hal 191,
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1. Objek Eksekusi

Objek agunan yang dapat dimohonkan parate eksekusi adalah
agunan vang telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan,
hipotek, gadai, atau fidusia. Untuk parate eksekusi hak tanggungan,
objeknya berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.
Parate eksekusi hak tanggungan hanya dapat dilakukan apabila pihak
pemegang hak bertindak sebagai pemegang Hak Tanggungan 1.

2. Tempat Pengajuan

Permohonan parate eksekusi hak tanggungan dapat diajukan
Kepala Unit Kerja Pemohon Eksekusi atau kuasanya secara tertulis
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara
(KPKNL) yang wilayah kerjanya meliputi objek agunan berada.
Apabila permohonan parate eksekusi diajukan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara yang wilayah
kerjanya tidak meliputi objek agunan berada, harus didahului dengan
permohonan izin pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar
wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara
kepada Direktur Jenderal untuk barang yang berada dalam wilayah
Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang berbeda atau
kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang yang
berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJKN yang sama. Surat izin
dari pejabat yang berwenang tersebut dilampirkan dalam permohonan

parate eksekusi hak tanggungan yang diajukan kepada KPKNL.
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3. Syarat Dokumen

Dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan parate eksekusi

untuk hak ténggungan di Bank"'-Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Padang adalah :

a, salinmll,:fotocopy perjanjian pokok;

b. salirian/fotocoPy Sertifikat Hak Tanggungan;

C. sandtocopy perincian hutang/ kewajiban debitur yang
harus d.ipenuhi;

d. salinan/ fotc.)copy bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa
surat peringatan/ teguran dibuktikan dengan tanda terima atau
dikirim .1.1'1e1alui jasa peﬁgiriman tercatat (minimal 3 (tiga) kali
peﬁngatﬁn) dan bukti pemanggilan kepada debitur;

e. salinaﬁ/fptodopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan
lelang kepada debitur.oleh kreditur;

f. surat 1z1n melaksanakan lelang diluar wilayah kerja KPKLN
untuk barang yang tidak berada di wilayzh kerja KPKLN:

g. syarat‘}_ lelang tambahan yang diminta (apabila ada syarat
tambahan);

h. dokumén persyaratan lelang yang berupa fotocopy harus

dilégaliéir sesuai dengan aslinya oleh Notaris/pejabat yang

berwenang.

4. Harga Limit

Harga limit dapat bersifat terbuka/tidak rahasia atau bersifat

tertutup/rahasia  sesuai keinginan penjual (pemohon eksekusi).
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Penetapan ha:rg:a limit menjadi tanggungjawab penjual (pemohon
eksekusi) dan harus berdasarkan pendekatan yang dapat
dipertanggunégjawabkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut : .

a) Untl:lk_' barang-barang dengan nilai sampai dengan Rp. 5
milyar, bersifat umum, didasarkan pada penilaian yang
dilakukan oleh Penilai Internal (Pejabat Kredit Lini)®

b) Unt"uk‘ barang yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 5 milyar
atau- mempunyai karakteristik khusus/spesifik seperti: bandar
udara, pelabuhan laut/dermaga, pembangkit listrik, hotel
berbintang, lapangan golf, pusat perbelanjaan, pa‘t;rik/lcilang,
rumah :sakit, stadion/komplek olahraga, apartemen, gedung
bertingkat tinggi (4 lantat ke atas), pertambangan, perikanan,
perkebﬁnau, perhutanan, batu permata, intagible assets
(sa.ham{obligasi/ reksadana) penetapan harga limitnya harus
didasarkén pada penilaian Lembaga Penilai Independen
(Appraisal Independent) yang telah mempunyai izin Usaha
PorushiieIa - Do (SIUPP), dan telah terdaftar pada
Departt;x-nen Keuangan serta telah menjadi rekanan Bank
Rakyat Indonesia. Apabila Pejasat Kredit Lini kurang yakin
atas h;isil penilai agunan oleh Lembaga Penilai Independen,
maka PKL dapat meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap

peniléian tersebut.

2 Pembahasen berdasarkan Surat Edaran Agunan Nose: S.8-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11
Mei 2004. o
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¢) Dalam -pelaksanaan lelang ulang, Harga Limit pada lelang
sebelumnya dapat diubah oleh penjual (pemochon eksekusi)
dengan menyebutkan alasannya.

5. Pengumumah Lelang

Pengumﬁman lelang untuk parate eksekusi hak tanggungan oleh
Bank Rakyat-jlndonesia Kantor Cabang Padang dilaksanakan melalui
surat kaba:r ‘harian yang terbit di tempat barang yang akan dilelang
berada ataﬁ al_ﬁabila yang pelaksanaan lelangnya dilakukan diluar
wilayah kerja. KPKNL tempat barang berada, dilakukan di surat
kabar harian tempat pelaksanaan lelang dan di tempat barang berada.
Pengumur;lan Lelang dicantumkan dalam halaman utama/reguler
dan dilaraﬁg dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/
khusus. Pengumuman lelang untuk barang bergerak yang Harga
Limit keselﬁru’hannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah) dalam satu kali lelang, dilakukan melatui :*°
L L PR il itarnbah
pengumuman tempelan yang ditempel di Kantor KPKNL atau

Kantotr-Unit Kerja Pemohon Eksekusi.

2. Pengumuman lelang dalam bentuk iklan barts melalui surat
kabar  harian memuat sekurangnya identitas Unit Kerja

Pemohon Eksekusi, barang yang dilelang, tempat dan waktu
lelang serta informasi adanya pengumuman lelang tempelan.

Pengumuman Lelang paling sedikit memuat antara lain :*°

1) Identitas Unit Kerja Pemohon Eksekusi
2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang
3) Jenis dan jumlah barang

2 Pembahasan berdasarkan Surat Edaran Nose:S5-DirfADK/03/2007 tentang Fiat Eksekusi
dan Parate Eksekusi
* Ibid
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4) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/atau tidak
adanya bangunan (khusus untuk barang tidak bergerak berupa
tanah dan/atau bangunan)

5) Jumlah, dan jenis/spesifikasi (khusus untuk barang bergerak)

6) Jangka waktu untuk melihat barang yang akan dilelang

7) Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka
waktu, cara dan tempat penyetoran (dalam hal dipersyaratkan

. adanya'Uang Jaminan Penawaran Lelang)

8) Jangka waktu pembayaran Harga Lelang, dan .

9) Harga Limit (sepanjang hal jtu dibaruskan dalam peraturan
perundang-undangan atau atas kehendak Unit Kerja Pemohon
Eksekusi).

6. Pelaksanaan‘_Lelang
Pelaksaﬁaan lelang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) adalah di tempat kedudukan penyerah
piutang, misalnya di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Padang.
7. Bea Lelang -

Setiap- pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang yang besarnya
ditetapkan dalam PP tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak
yang berlaku pada Departemen Keuangan. Bea lelang menjadi beban
pembeli, sedéngkan lelang yang dibatalkan oleh Unit Kerja Pemohon
Eksekusi yang pembatalannya diajukan kurang dari 8 (delapan) hari
sebelum pelaksanaan lelang, bea lelang menjadi beban Unit Kerja
Pemohon Eksekusi.

F. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Pengajuan Permohonan
Parate Eksekusi
1. Pemimpin Cabang / Group Head Restrukturisasi Penyelesaian Kredit

Bermasalah . Kantor Wilayah (GH RPKB Kanwil) / Divisi
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Restrukturisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah sebagai pemohon

Parate Eksekusi :

a. Bertanggung jawab atas kebeparan dan kelancaran

permohonan parate cksekusi;

b. Melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas jajaran ADK

dan jajaran bisnis yang menjadi kewenangannya.

2. Koordinator :Administrasi Kredit (Ko ADK) /Petugas Administrasi

Kredit

Mempersiapkan surat permohonan untuk melelang barang
agunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL);

. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebeparan

dokumen piutang macet yang penyelesaiannya dengan

meﬁggunakan Parate Eksekusi;

. Melakukan  pencatatan atas piutang macet yang

penyelesaiannya dengan menggunakan Parate FEksekusi

dalam Register Penyelesaian Piutang Macet dan Pengawasan

Saldo;

Ménjaga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pex‘l).rerahan pinjaman yang penyelesajannya dengan
menéé_unakan Parate  Eksekusi  (termasuk  bukti
péngiﬁman/tanda terima dari Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL)).
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3. Divisi Restn_il_{t'u:risasi Penyelesaian Kredit Bermasalah / Group Head
Restruktmisﬁsi Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah
(GH RPKB Kanwil) /Account Officer (AO) /BRI Unit, memberikan
dukungan déta kepada jajaran Administrasi Kredit apabila
diperlukan. L
G. Struktur Organisgsi ﬁank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang
Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia itu dibedakan atas 3 (tiga) yaitu,
Kantor Cabang (dalzlirﬁ negeri) berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) kantor,
Kantor Cabang Pgmﬁz‘mtu berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) kantor
dan Kantor Caba;lg.Khusus berjumlah 1 (satu) kantor.>! Kantor Cabang
Padang ini merupakan salah satu dari Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia
yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, ada 2 (dua) Kantor Cabang lagi yang
ada di Sumatera Barat yaitu, Kantor Cabang Pariaman, dan Kantor Cabang
Padang Panjang. l
Secara umum, susunan/struktur organisasi semua Kantor Cabang Bank
Rakyat Indonesia sama. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah dan
pembagian tugas masihé—masingnya pekerja lainnya.
Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang terdapat susunan
organisasi yang dikelompokkan menurut tugasnya yaitu:
1) 'Pemimpin. Cabang, bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
kantor baik 'operasional maupun pemasaran.
2) Manager | Operasional, bertanggungjawab terhadap operasional

Kantor,

*! Diakses dengan www.bri.co.id
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3) Manager Pemasaran, bertanggungjawab terhadap pemasaran dana
dan kredit.. -

4) Assisten Manager Operasional, bertugas untuk membantu manager
operasional ldalam melaksanakan tugasnya,

5) Supervisor Kas, bertanggungjawab terhadap pelayanan teller dan
service. ~

6) Supervisor Pelayanan Intern, bertanggungjawab terhadap
i:enyediaan-i(ebunlhan harian kantor dan sumber daya manusia,

7 Supervisl;r ADK, bertanggungjawab atas pekerjaan dari petugas
ADK dak;m ﬁlenyelesaikan administrasi kredit.

8) Account Oﬁ’z_‘cer,. bertugas memprakarsai dan bertanggungjawab
atas pefunasan kredit.

%) Teller, bértanggtmgjawab terhadap pelayanan setoran dan/atau
penarikan uang di Bank. |

10) Customer Service, bertanggungjawab terhadap pelayanan nasabah
di luar teliér;i |

11) Karyawan, bertanggungjawab tethadap tugas selain tugas yang
khusus, .' .

12) Petugas ADK, bertanggungjawab terhadap administrasi kredit.

42
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BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Padang
Seperti yang telah - dinraikan sebelumnya, Parate eksekusi adalab
pelaksanaan eksekusi yalig dilakukan secara langsung melalui Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa melewati proses/bantuan

pengadilan. Oleh karena ‘itu sebelum dilakukan parate eksekusi, Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Padang sangat memperhatikan hal-hal dalam
penyelesaian kredit agar tldak terjadi masalah yang dapat merugikan pihak bank,
yaitu antara lain : |
a. Barang agunan mempunyai nilai marketable
Sebelum kred1t bermasalah diselesaikan dengan menggunakan Parate
Eksekusi, Pejal;at Kredit Lini t;:lah meyakini bahwa barang agunan
tersebut markétable (mudah untuk dipasarkan), karena hal ini akan
mempengaruﬁi -éul'it aﬁu tidaknya i)arang agunan laku terjual serta akan
berpengaruh terhadap pr.oses penyelesaian.
b. Sudah ada calori p_émbeli
Sebelﬁm k:ré&it bermasalah diselesaikan dengan menggunakan Parate
Eksekusi, Pejél::-at Kredit Lini agar mengupayakan calon pembeli yang
akan membéﬁ- ‘barang agunan tersebut, sehingga hal ini akan

mempermudah atau mempercepat prbses lelang atau penyelesaian kredit.




Dalam kenyataanq.ya hal-hal di atas ini juga jarang terlaksana dengan baik,
namun setidaknya ada yang dapat dijadikan acuan bagi Bank Rakyat Indonesia
Cabang Padang sebelum melakukan pengajuan parate eksekusi. Sclaiﬁ itu parate
eksekusi dapat djlakuicari apabila pinjaman tersebut telah mengalami masaiah
yang antara lain adalah : -

1. Kolektibilitas pinjaman macet

Setelah diadakan upaya penagihan yang dilakukan Penyerah
Piutang antara Iam berupa pembinaan dari kreditur terhadap usaha para
debiturnya da}&n hal Piutang Negara Perbankan (PNP), maupun
pen};uluhan/sosi;';tlisasi terhadap para penanggung hutangnya dalam hal
piutang nega“ra non perbankan (PNNP) dan ternyata belum berhasil,
maka Penyeréh _f’iutang, melanjutkan upaya tersebut dengan upaya
penyampaian peringatan atau biasa disebut dalam bahasa hukumnya
adalah somasi., Lazimnya somasi ini dilakukan dengan memperhatikan
asas kepatutaﬁ; yaitu 3 (tiga) kali masing-masing berselang 2 (dua)
minggu. |

Salah satu.tembusan surat peringatan terakhir disampaikan kepada
PUPN. Berdasérk'an sﬁrat tembusan tersebut, PUPN dapat membuat dan
mengirimkan surat kepada debitur/Penanggung Hutang dengan isi
pokoknya agar y_‘;ng bersangkutan segera melunasi hutangnya disertai
penjelasm;l adanya berbagai konsekuensi bilamana hal tersebut
diabaikan cilé_h Penanggung Hutang. Konsekuensi yang akan

ditanggung oleh debitur antara lain adalah:
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1) Penagihén atas hutangnya akan diserahkan pengurusannya ke
PUPN, ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara
(Biad PPN) sebesar 10% dari jumlah hutang,

2) Kemungkinan dilakukannya tindakan penagihan piutang
negara oleh PUPN dengan penerbitan Surat Paksa (SP),
penyit@ dan pelelangan barang jaminan/harta kekayaan lain
milik c_iei_)itor/Penanggung Hutang.

3) Dapat'__ 'diterapkannya sanksi lainnya seperti tindakan
penclegéhan bepergian ke luar negeri serta penyanderaan/paksa
bada.n'(gzjz:eling/lzjj.'s'cifwcmg).33

Bilamana i)érbagai upaya telah ditempuh oleh kreditur/Penyerah
Piutang, namun upaya-upaya tersebut tidak mungkin lagi berhasil
forstama  karéna  fidak adanya kesedisafitikad baik dari
debitur/Penax'lggung Hutang, maka oleh instansi-instansi atau badan-
badan tersebut pen)-relesaiannya diserahkan kepada PUPN. Dengan
demikian penyerahan kasus kredit/pintang macet kepada PUPN/DIPLN
harus terlebih (}.lahulu didahului oleh upaya-upaya penagihan yang
sungguh—sungg@ dari pihak Penyerah Piui:ang

Penentuan kriteria macet atas piutang BUMN seperti di Bank
Rakyat Indone'si.a Kantor CaEang Padang, berlaku ketentuan
kolektibilitas kre&it perbankan yang ditentukan/diatur oleh Bank
Indonesia, yaitu-Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah

** Hasil wawancara dengan supervisor ADK Bank Rakyat [ndonesia Kantor Cabang Padang
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dengan Pem@m Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006. Dalam
peraturan terseﬁut, kualitas kredit terbagi menjadi 5 (lima) golongan,
yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan
Macet. Tiga kategori kredit terakhir, yaitu kategori Kurang Lancar,
Diragukan dan Macet termasuk dalam kritetia kredit bermasalah (Non
Performing Loans/NPL). Dan untuk dapat dilakukan parate eksekusi
hanyalah yang telah mencapai pada kolektibilitas terakhir, yaitu macet.
Pinjaman tidak_ dapat dilakukan restrukturisasi atau penyelesaian secara
damai .

Penyeles,ai‘an secara damai yang dilakukan pihak Bank Rakyat
Indoﬁesia Kant;)r Cabang Padang dan biasanya Bank lain juga
melakukan s’gandar yang sama dalam penyelesaian secara damai, yaitu
dapat dﬂakuka-m_d_éngan beberapa cara sebagai berikut :

a) Penjadwéla.n_ kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat
kredit. yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka
waktu termasuk masa tenggaﬁg, baik meliputi- perubahan
besam.ya‘ angsuran mauﬁun tidak;

b) Persyﬁratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan
sebag.i'an'- atéu keselpruhan syarat-syarat kredit yang tidak
terbatas ‘pada perubahan jadwal pemb‘ayaran, jangka waktu,
dan aFa‘ﬁ persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut
ﬁerubeiilan maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau

sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan;
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c) Penatgéxi kémbali (restructuring), yaitu perubahan syarat-
syarat kfedit' yang menyangkut:
lj penanaman daﬁa bank dan/atau;
2)' konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga
| i:nenj adi pokok kredit baru dan/atau;
3) konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi
-penyertaan dalam perusahaan.
Selain penyelamatan melalui tindakan tersebut di atas,
penanganan terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui
Lembaga Penyelesaian Piutang. Bagi bank milik pemerintah
penyeiamatan kredit macetnya wajib diserahkan ke
PUPN/BUPLN, sesuai Pasal 8 jo Pasal 12 Undang-undang
No,mof‘49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, |
3. Nasabah tidz;lk i<ooperatif atau onwill
Bilamana berbagai upaya telah ditempuh oleh kreditur/Penyerah
Piutang, namun upaya-upaya tersebut tidak mungkin lagi berhasil
terutama kareng tidak adanya kesediaan/itikad baik dari debitur/
Penanggung ‘Hutang, maka oleh instansi-instansi atau badan-badan
tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN. Dengan demikian
penyerahan kasug kredit/piutang macet kepada PUPN/DIPLN harus
terlebih dahulu :bdidahului oleh upaya-upaya penagihan yang sungguh-
sungguh dari plhak Penyerah.
Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi pelunasan kreditnya kepada bank

termasuk pada piutang qﬁgara. Khusus untuk Piutang Negara Perbankan (PNP),
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keberadaan atau tiinbuinya piutang negara sebagian besar atau hampir
seluruhnya didasarkan pada adanya perjanjian, yaitu perjanjian pemberian kredit
antara bank sebagai lcréditor dengan debitor. Petjanjian pemberian kredit ini
biasa disebut dengan istilah Perjanjian Kredit, sebagian bank menyebutnya
dengan singkatan PMK -' (Perjanjian Membuka Kredit). Jadi, adanya piutang
negara perbankan harus' dibuktikan dengan keberadaan Perjanjian Kredit. Tanpa
adanya dokumen Perjanjian Kredit, maka suatu piutang sulit atau tidak mungkin
dibuktikan keberadaannya, atau patut diragukan keberadaannya. Dipandang dari
sudut hukum, Pasal _12’:20 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu
perjanjian termasuk Perj aﬁjian Kredit dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat)
syarat, yaitu:

a) adaﬁya kata sepakat antara para pihak;

b} para pihak meﬁlpunyai kecakapan dalam membuat perjanjian;

¢) perjanjian dibuat _I‘n'engenai suatu hal tertentu;

d) suatu sebab yaﬁg'ﬁalal'.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena menyangkut
persyaratan orang—oraggnsfa atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian,
sedangkan dua syarat te;'akhir disebut syﬁat obyektif, karena menyangkut obyek
perjanjian dart perbuatén hukum yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.

Kepastian besamy.zi piuténg negara perbankan dapat dibuktikan dengan
dokumen yang lazim diterbitkan oleh bank, yaitu berupa:

1) Rekening Koran (RK) yang menunjukkan adanya/terjadinya mutasi
dana keiuar/ﬁ;asuk, baik mutasi atas hutang pokok maupun hutang

bunga, denda dan ongkos-ongkos (BDO). Atas dasar RK tersebut
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dapat diketahui kapan suatu krgdit termasuk kategori kurang lancar,
diragukan dan macet.

2) Prima Nota, yzliitu ‘catatan-catatan yang dibuat oleh bank tentang
mutasi keuan;gan debitor yang' dibuat secara manual dalam hal ﬁdak
ada atau tida'k: dibuat rekening koran.

3) Dokumen lain ly:ang dipersamakan dengan Rekening Koran ataupun

| Prima Nota. .

4) Surat Pengal%uan Hutang yang dibuat oleh debitor yang berisi
pengakuan be_‘sa'mya jumlah hutang yang diterima olehnya dari bank,
biasanya disef‘ljtai pula dengan besarnya beban bunga yang harus
ditanggung dq_ebitor.

Prosedur pengurﬁsan piutang negara tersebut diatur di dalam Peraturan
Menteri Keuangan No, .1‘2811’1\/11(.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
dan pelaksanaan tqkniéhya diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara .N‘omor PER-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis
Pengurusan Piutang Negara,

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara, dimana di dalam surat keputusan tersebut
pelaksanaan parate eksgkusi dalam pencairan barang jaminan dapat dilakukan
melalui 3 (tiga) cara, yaitp :

a) Penjualan barang jaminan melalui lelang;

b) Penjualan baraﬁg. janninan tidak melalui lelang; dan

¢) Pencbusan bafang jaminan,
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Penjelasan dari masing-masingnya disesuaikan dengan pelaksanaannya pada

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang, sebagai berikut :

a.

Penjualan barang jaminan melalui lelang _

Pelaksanaan eksekusi Hak Tahggungan melaiui pelelangan vmum
sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang—U;ldang Hak Tanggungan
dilakukan melalui perantata Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara atau dilihat dari pihak
pemohon lelang, yakhi :

2. Melalui Pasal 6 UUHT yakni melalui permchonan penjualan
objek Hal.('Tangglmgan dari pemegang Hak Tanggungan Pertama
3. Melalui Pc‘ngadjlan dengan menggunakan titel eksekutorial yang
terdapat'dglam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud

. dalam Pasal 14 ayat(2)
Selain dari kedua cara tersebut diatas, eksekusi Hak Tanggungan dapat

dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang tidak diatur

. dalam Undang-Undang ‘Hak Tanggungan, melainkan pada ketentuan

Undang-Undang No. 49 Prp. 1960 yang memberikan kewenangan secara
khusus kepada Pani'tia; Urusan Piutang Negara untuk melakukan pengurusan
piutang negara yan;g.berasal dari kredit macet bank-bank pemerintah yang
disebut parate eksei(uéi.

Kredit macet t&niasuk pada piutang negara karena saham terbesar pada
BUMN/BUMD adala'}_1 pemerintah/negara, sehingga pelaksanaan eksekusi
terhadap piutang 1'_.1eg.;ara dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun hal tersebut menimbulkan
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ketidakadilan bagi pémegang saham lain, sehingga pemerintah menerbitkan
PP No. 14 Tahun 2605 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah
yang kemudian diubdh dengan PP No. 33 Tahun 2006 yang menyatakan
bahwa piutang BUW tidak lagi dipandang sebagai piutang negara. Sebagai
konsekuensi dari kt;tentuan tersebut,.penyelesaian kredit pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) tidak lagi- discrahkan kepada DJKN/ KPKNL,
sedangkan penyelesﬁian kredit yang telah diserahkan kepada DIKN/
KPKNL pengurusai}n.ya tetap dilakukan oleh DJKN/ KPKNL.

Pada kenyataann_}}a piutang BUMN tetap diserahkan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun pelaksanaannya
tetap dilakukan dlél'i' BUMN tersebut. Hal ini disebabkan karena saham
terbesar tetap berada pada pemerintah, sehingga pemerintah harus ambil
andil dalam pel%il_csanaan parate cksekusi tersebut yaitu dengan
diikutsertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL), i

Dari hal di a;aé maka piutang BUMN dapat dikatakan masih termasuk
pada piutang negara, tetapi perbeélaannya terletak pada pengufusan dan
pelaksanz;an eksekusi piutang negara tersebut. Dahulu semua pengurusan
dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Kantor
Pelayanan Kekay_égm Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan sekarang
pengurusan dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh BUMN dan
Kantor Pelayanan ngayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ikut andil

didalamnya.
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Kedudukan ?ejabat Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang) pada parat;; eksekusi adalah sebagai perantara antara penjual
(Pemegang Hak Tmégungan/ PUPN) dengan pembeli lelang.

Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berupa hak tanggungan
dengan parate eksekusi yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor
Cabang Padang, yakni sébagai berikut :** -

1. Tahap Penyeraha:n

Pengajuan 'pérate eksekusi hak tanggungan di Bank Rakyat
Indonesia Kantor Cabang Padang yaitu Bank Rakyat Indonesia Kantor
Cabang Padang sebagai Penyerah piutang, menyerahkan pengurusan
piutang negara kepada KPKNL/Panitia Cabang disertai dengan resume
data dan dokumer;-dokumen melalui Kantor Pelayanan yang wilayah
kerjanya meliputi- tempat kedudukan penyerah piutang, kecuali dalam hal
sebagai berikut :

a) Tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang
berada di. ll;ar kedudukan.Penyerah Piutang, penyerahan dapat
dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang
wilayah - kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjenjian
kredit/tempat terjadinya piutang dimaksud;

b) Domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar
keduduklan-Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada

Panitia (fabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya

¥ Hasil wawancara dengan Karyawan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang di
bidang Pelaksanaan Lelang dan Supervisor ADK, Bapak H. Arsyad, pada tanggal 26 Oktober
2010. )
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- meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian
dimaksad;

c) Domisili‘Pcnanggung Hutang/Penjamin Hutang berbeda dengan
kedudukaﬁ f’enyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada
Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya
meliputi. ';_iomisili Penanggﬁng Hutang/Penjamin Hutang tersebut.

Resume berkas k.asus. Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi :

1) Identitas Pgﬁ);erah Piutang;

2) Identitas‘P;,_ananggung Hutang/Penjamin Hutang;

3) Bidang usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;

4) Keadaan usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang pada saat
diserahkajn{;‘

5) Dasar hukium terjadinya piutang;

6) Jenis Piuta':n‘g Negara;

Y, Penjamin_lfi‘edit oleh perusahaan penjarin kredit;

8) Sebab-sebab kredit/pintang dinyatakan macet;

9) Tanggal Iréalisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang
mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank
Indonesia. dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atay
tanggal Penanggung Hutaﬁg/Penjamin Hutang dinyatakan
wanpreétasi sesuai dengan perjanjian, peraturén, surat keputusan
pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara

berasal dari nonperbankan;
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10) Rincian hutang yang terdiri" dari saldo hutang pokok, bunga,
denda, c.lz;n'ongkos/beban lainnya;

11) Daftar Barang jaminan, yang memuat uraian barang,
pernbe'banz.m, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat
penyerahan, dalam hal .penyerahan didukung oleh Barang
jaminan; |

12) Daftar Harta Kekayaan Lain;

13) Penjelasan'. singkat upaya-upaya penyelesaian yang telah
dilakukan oleh Penyerah Piutang;

14) Informasi - lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh
Penyerah.Piutang

Sedangkan dokuﬁlén-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan
. pengurusan Piutang Negara sebagai berikpt %

a) Perjanjian- kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan
pertjanjian, Kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan
pejabat yang berwenang, peraturan, dan/atan dokumen lain yang
membuktikan adanya piumng; ‘

b) Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti
tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya
piutang; :

¢) Dokumen -yang terkait dengan Barang Jaminan dan

pembebanannya;
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d) Surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung
Hutang/Peﬁ__iz_:tmin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang
telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Berkas ka;sus tergebut selanjutnya diteliti dan dituangkan dalam Resume
Hasil Penelitian Kasué, ‘- guna membuktikan adanya dan besarnya piutang
negara sebagai syarat dan piutang negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang No.4‘? Prp Tahun 1966.

Dalam hal berkas 'ké§us penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari
hasil penelitian berkas r.Ia.pat dibuktikan adanya dan besarmnya Piutang Negara,
Panitia Cabang mené;ima penyerahan pengurusan piutang negara dengan
menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). SP3N
tersebut sekurang-kurangnya memuat :

a) nomordan tétlﬁggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;

b) identitas P.enyer:z;h Piutang dan Penanggung Hutang;

¢) permyataan r'pgnerima pengurusan Piutang Negara;

d) rincian dan ji‘nnlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai
ketentuan yang berlaku;

€) uraian barang jaminan; dan

f) tanda tangaﬁ Panitia Cabang. -

Dalam hal kelengkapan syarat—syar.'at penyerghan Pengurusan Piutang
Negara tidak dapat dipenuhi oleh penyerah piutang, sehingga tidak dapat
dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menolak

penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan
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Pengurusan Piu'fang 'ﬁegara. Pengembalian pengurusan Piutang Negara
dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal ;
a. terdapat keke.li‘r'Uan Penyerah Piutang karena penanggung hutang tidak
mempunyai kf;;yajiban yang harus diselesaikan;
b. piutang terkait dengan perkara pidana; atau
c. Penyerah piutang bersikap tidak kooperatif
Sedangkan batas paling sedikit bes.amya Piutang Negara yang diserahkan
pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
untuk setiap kasus, .
Seperti yan'g. telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, Bank
Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang sebaéai Penyerah piutang,
menyerahkan p_ehgurusau piutang negara kepada KPKNL/Panitia
Cabang disertai ‘. dengan resume data dan dokumen-dokumen melalui
Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya. Berkas i:asus tersebut
selagjutnya diteliti dan dituangkan 'da]am Resume Hasil Penelitian
Kasus, guna gne;hbuktikaxl adanya dan besarnya piutang negara sebagai
syarat dari piutang negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-
Undang No.49 Prp Tahun 1966. |
2. Tahap Pemangéil’an s
Kantor Peldyanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan
pemanggiian sééa:a tertulis kepada Penanggung Hutang dalam rangka
pgnyele’saian hutang. Tenggang waktu antara tanggal surat panggilan dan
tanggal menghe;‘dap disesnaikan dengan perkiraan lamanya surat sampai

di alamat Penaﬁgg'ung Hutang . ditambah waktu yang diperlukan untuk
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datang menghadép ke KPKNL. Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang' tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dilakukan
pemanggilan kedua (terakhir) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam panggilan
pertama, Dalam hal Penanggung Hutang adalah :*°

a. perorangaﬁ, panggilan ditujukan kepada diri pribadi Penanggung
Hutang;

b. badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan
kepada -dircksi dan komisaris yang melakukan kegiatan
pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar/
anggaran rumah tangga badan hukum:

c. badan hukum koperasi atau yayasan, panggilan dltujukan kepada -
pengurus koperasi atau yayasan;

d. firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman; atau
e. commanditer vennootschap, panggilan ditujukan kepada persero

pengurus.

Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjﬁn Hutang
menghilang atau t.idak mempunyai tempat tinggal atau tidak mempunyai
tempat kediamz_iﬁ yang dikenal, KPKNL melakukan pengumuman
panggilan mcialui Surat kabar harian, media elektronik, papan
pengumuman ataij media massa lainnya.

3. Tahap Pernyata'i?n Bersama (PB) atau Penetapan Jumlah Piutang
Negara (PJPN) .

Dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang datang
memenuhi panggilan, maka akan dilakukan wawancara tentang
kebenaran adanya besarnya piutang negara serta cara penyelesaiannya
yang dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani

oleh Penangguné Hutang, Kepala KPKNL atau pejabat yang ditunjuk-

%% Sri Soedewi Masjchoen Sbﬁvan, 2007, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan VI, Yogyakarta, hat 35.
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dan sekmang-kﬁ@ngnya 2 (dva) orang saksi yang telah berumur
sekmang—kglrangi;ya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah,
sehingga dipefoieh informasi tentang tindak lanjut pengurusan piutang
negara. Berda-sai'kan Berita Acara Tanya Jawab tersebut, dilakukan
pembuatan Pernyataan Bersama (PB) yang ditandatangani oleh Ketua
PUPN, Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang serta sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya
21 (dua puluh satu) tahun atan telail menikabh.,

Pernyataan Bersama, yaitu kesepakatan tertulis antara Ketua PUPN
Cabang dengan P'lenanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib
dilunasi, termasﬁi( cara-cara penyelesaiannya dan sanksi yang jelas
kepada debitur apébila ;rang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan
yang telah disepalga'ti dalam Pernyataan Bersama (debitur wanprestasi).

Pernyataan _ ‘Bersama tersebut mempunyai kekuatan
eksekutorial/kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam
perkara perdata’ yang berkekuatan hukum tetap/pasti yang tidak dapat
dibanding dan,_diléz'lsasi. Oleh karena itu, Pernyataan Bersama diberi irah-
irah/berkepala ,“De;ni Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”, |

Dari segi hﬂdm,. Pernyataan Bersama ini dikenal dengan istilah
“grosse” akta. Setiap dokumen yang oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku diberi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”‘, maka dokumen tersebut mempunyai kekuatan

eksekutorial dan dinamakan grosse. Grosse selain Pernyataan Bersama
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(PB) antara lain adalah Surat Paksa, Akta Pengakuan Hutang, Sertifikat
Hipotek/Hak Taﬁg‘gungan, Salinan Risalah Lelang dan sebagainya.
Materifisi yang tercantum dalam Pernyataan Bersama adalah;

a) Jumlah ﬁqiang yang harus dilunasi oleh debitor yang terdiri dari
hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos (BDO), dan
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

b) Cara-cara .n.ielunasinya, baik secara angsuran bulanan, triwulanan
maupun lsemeslteran, yang harus dilunasi dalam jangka wakiu
maksimal 1 (satu) tahun. Dengan adanya pembatasan jangka
waktu ylang‘ dapat disepakati di dalam Pernyataan Bersama, maka
diharapkan pengurusan piutang negara ini dapat diselesaikan
secara éépa;;, efektif, efisien dan optimal.

¢) Barang apa saja yang dijadikan agunan hutang debitor, termasuk
harta kekay'ﬁan lain miliknya bila diperlukan.

d) Kes'ediém.i,- (;lebitur untuk menerima sanksi bila terjadi wanprestasi,
seperti - p_e"nagihan piutang -negara dengan Surat Paksa, sita,
pelelangan agunan termasuk upaya hukum penyanderaan/paksa
badan dan pencegahan debitor bepergian ke luar wilaysh
Repubhk Indones1a

Apabila Penanggung Hutang mentaati kesepakatan yang tertnang
dalam Pernyaté._an Bersama, yang bersangkutan akan melunasi
hutangnya, dan PUPN akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang

Negara Lunas (SPPNL).
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Sedangkan Penetapan Jumlah Piutang Negara dibuat apabila
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dalam hal sebagai
berikut: _ -

| a. Penaﬁggung Hutang tidak datang maka dikeluarkan Surat

Penet:;lp'ah Jumlah Piutang Negara;
b. Penangg'gng Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik
sebaéian atan seluruhnya tetapi tidak dapat membuktikan;
c. Pcnaﬁggung Hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak
1 menandatangani Pemyat@ Bersama tanpa alasan yang sah.
‘ Surat Penetapan Jumlah Piutang N.egara memuat :
a. berkepala “Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara” tentang
Penetapﬁ;:l Jumlah Piutang Negara;

C. pertimbaﬁgan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;

d. dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;

€. besamya_Piutang Negara dengan rincian hutang pol'mk, bunga,

denda dan/atau ongkos/beban lain dan Biaya Administrasi
Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung
Hutang;
f. tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara; dan
g. tanda tangan Panitia Caba;lg.
4. Tahap Penagih::m' sekaligus dengan Surat Paksa

Surat paksa dikeluarkan dalam hal Penanggung Hutang dan/atau

Penjamin Hutang tidak memenuhi ketentuan Pernyataan Bersama atan

Penetapan Jmnlah'.Piutang Negara dan sudah dilakukan peringatan secara
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tertulis terhadapnya yaitu peringatan Pernyataan Bersama dalam hal
Penanggung Hu.t"ang dan/atau Penjamin Hutang tidak membayar
angsuran sesuai ..k'etentuan dalam Pernyataan Bersama, namun jika Surat
Paksa ditandatangani oleh PUPN dan diberitahukan oleh Juru Sita
KPKNL dengan membacakan dan menyerahkan Surat Paksa kepada
Penanggung Hutang dan/atan Penjamin Hutang dan pemberitahuan Surat
Paksa ini dituaﬁgkail di dalam berita acara,

Surat Paksa mem;lgit :

a. irah-irah “Deﬁi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa™; -

b. identitas ..lf‘enyerah Piutang serta nomor dan tanggal. surat
penyerghén pengurusan Piutang Negara;

c. identitas P_enailggung Hutang;

d. sisa hutang yang ‘harus cliiselesaikan termasuk  Biaya
Administrasi l;engurusén Piutang Negara;

e. alasan yang menjadi dasar penagihan;

f. dasar hukum penerbitan Surat Paksa;

g perint'ah kepada Penanggung Hutang untuk melunasi seluruh
hutangngjra dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) Jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

h. tempat dan tanggal penetapan; dan

i. tanda tangan Panitia Cabang.
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5. Tahap Penyitaa;l |

Surat Perintah Penyitaan (SPP) diterbitkan oleh Ketuz PUPN
Cabang lewat waktu 1x24 (satu kali §m puluh empat) jam setelah surat
paksa diberitahukan dengan memerintahkan juru sita KPKNL
melaksanakan .p'enyitaan terhadap barang milik Penanggung Hutang
dan/atau Penjam;h Hutang, Penyitaan dilakukan karena penanggung
hutang mengabaikm surat paksa.

Dalam ﬁél barang jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya
tidak dapat ménutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap
harta kekayaan lain milik penanggung hutang / penjamin hutang dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dﬁa) orang saksi yang berumur
21 (dua puluh -safu) tahun atau telah menukah dan tidak ada hubungan
dengan juru sita.lDalam setiap melakukan penyitaan, Juru Sita membuat
berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Juru Sita, Penanggung
hutang dan/atau Penjamin Hutang dan saksi-saksi

Barang baran.g—yang dapat disita meliputi juga dana yang ada di
bank, saham, obligasi, penyertaan modal pada perusahaan lain dan
sebagainya.PenS}itaan hanya dapat dilakukan terhadap barang jaminan
semata, tapi juru 51ta dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan
lain milik penégg;mg hutang.penjamin hutang. Hal itu sesuai dengan
prinsip bahwa pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik penaggung
hutang / penjamiri hutang menjadi tanggungan untuk segala perikatan
yang dibuatnya_(pasal 1131 KUH Perdata) kecuali;

a) Tempat tidur beserta perlengkapannya dan pakaian;
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b) Perlengkapan Penaggung Hutang / penjamin hutang yang bersifat
dinas ;

c) Alat pem;kangan yang termasuk -usaha penanggung Hutang/
Penjamin.Hutang; :

d) Persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada

~ dirumah p;:enanggung hutang/penjamin hutang;

e) Buku buku yang bertalian dengan jabatan / pekerjaan penanggung
hutang/ i)enj'amin hutang atas pilihannya, demikian pula perkakas
perkakas dan alat alat yang digunakan untuk pendidikan maupun
untuk ke’t')udaye;an dan ilmp pengetahuan;

f) Ternak yang semata mata dipergunakan untuk menjalankan
usaha périgéngung hutang / penjamin hutang

g) Selain 1tu penyitaan juga tidak dapat dilakukan terh‘adap objek
fbarang yang telah disita terlebih dahulu oleh pengadilan atau
instansi pajak atan instﬁnsi lain yang berwenang sesuai dengan

prinsip sita persamaan

Surat Perintah Penyitaan memuat :

a.

b.

C.

pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;

dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;

perintah képada Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurﬁ Sita
Piutang Negara melakukan penyitaan;

uraian barang yang disita;

tempat dan. tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan; dan

tanda tangan Panitia Cabang.
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6. Tahap pelelang_im
Dalam hal I:’exllanggung hutang / penjamin hutang tidak melunasi
hutangnya setelah dilakukan penyitaan, maka diterbitkan Surat Perintah
Penjualan Barang. éitaan (SPPBS). SPPBS diberitahukan secara tertulis
kepada Penmgéﬁng Hutang dan/atau Penjamin Hutang, Selanjutnya
KPKLN melalpi seksi piutang negara mengajukan permintaan lelang
kepada Bank Rakyat Indonesié Kantor Cabang Padang.
Surat Perintah Pehj ualan Barang Sitaan memuat :
a. pem'mbéuigan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan
BarangISitaan;
b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
c. perintah kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang
untuk meléksanakm Lelang;
d. uraian b&mg sitaan yang akan dilelang;
e. tempat da1.1 tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang
Sitaan;
f. tanda tan'gan- Panitia Cabang
Secara ringkas prosedur pengurusan piutang negara dengan Bank Rakyat
Indonesia Kantor Caﬁang Padang sebagai penyerah piutangnya, digambarkan

sebagai berikut:
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Bagan 2. Prosedur Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan

Oleh Bank Rakyat IndonesiaKantor Cabang Padang

1
Bank Rakyat Indonesia [ 2 (SP3M) —  DJKN/KPKNL
Kantor Cabang Padang
- P 3 (ditolak)
4 5 6
/ ¥ ¥
Penanggung hutang / Pernyataan bersama
Penjamin hutang*’ \ (PB) atau PJPN
(debitur) -
3 l
7:
8 4
Penyitaan < Surat paksa
' =
Surat perintah PELELANGAN
penjualan barang sitaan .
(SPPBS)

Bagan tersebut ciia’tas diclah dari Peraturan Menteri Keunangan No.
128/PMK.06/2007 tentai;g Pengurusan Piutang Negara jo Peraturan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis
Pengurusan Piutang hjégara dan dari bagan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut : |

1. Penyerah pi1-1tai1_1'g (Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang)
menyerahkan pengurusan piutang negara kepada KPKNL /Panitia
Cabang dise"rtai dengan resume data dan dokumen-dokumen.

2. Apabila berkas. penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil

penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang
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Negara, maka Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan
Piutang Nega;re.l" dengan menerbitkan SP3N.

. Apabila tidak ﬁenénenuhi syarat sebagai piutang negara, maka KPKINL
menolak dan n@ngembalikan berkas penyerahan kepada penyerah
piutang.

. KPKNL melaicﬁkan panggilan secara tertulis kepada Penanggung .
Hutang dalam rangka penyelesaian hutang untuk dilakukan tanya jawab
mengenai hutaﬁgﬁya kepada 1“1egara.

. Hasil tanya jawab dibuatkan Berita Acara Tanya Jawab dan
berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab tersebut dibuat Pernyataan
Bersama (PBj. .

. Apabila 'Penarigglmg Hutang tidak datang maka dikeluarkan Surat
Penetapan Jumlah Piutang Negara.

. Apabila Penan;ggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi
Pernyataan Belrsama (PB) setelah terlebih dahulu diberi peringatan
tertulis dan tel#h diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Jumlah
Piutang Negara, :n:-Laka PUPN mengeluarkan Surat Paksa

. Dalam waktu 1 X .24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa
diberitahukan, Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya, maka
PUPN menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

. Setelah dilaku-lk.an penyitaan Penanggung Hutang belum juga
menyelesaikaﬁ kewajibannya, maka diterbitkan Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang dilanjutkan dengan pelelangan

barang sitaan.

68



Permohonan lelang dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang
diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan
dilengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan akan menetapkan jadwal
pelaksanaan lelang ;ekaligus memerintahkan kepada pemohon untuk
mengumumkan kepadg ;nasyarakat melalui media massa setempat.

Pada hakekatnya .se‘tiap masyarakat umum baik perorangan maupun badan
dapat mengikuti lelang dengan syarat menyetorkan uang jaminan leiang ke
rekening KPKNL di bax‘lk yang disebut rekening titipan lelang yang besar dan
waktunya telah diten‘tukan dalam Pengumuman Ijelang.36 Namun ada beberapa
orang karena jaba@yg, Idilarang menjadi pembeli lelang yaitu pejabat lelang,
penjual, hakim, jaksa, panitera, juru sita, pengacara/advokat, notaris, PPAT dan
penilai yang terkait dengan pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang yang ditunjuk oleh
Kepala Kantor Pelayaﬁaﬁ Kekayaan Négara dan Lelang. Pejabat lelang dapat
menggunakan 2(dua) ‘macam cara penawaran tergantung yang telah ditetapkan
oleh penjual, yaitu: . |

1. Penawaran lisan -

Peserta lelang fiabat langsung mengajukan penawaran secara naik-naik
dengan dipandﬁ oleh pejabat .lelang. Pemenang lelang ditunjuk oleh
Pejabat Lelaﬁé terhadap penawaran terakhir dan tertinggi serta telah

mencapai niléi limit yang ditetapkan penjual.

%8 Ketentuan mengenai uang jaminan terdapat dalam Kepala Risalah Lelang.

69



2. Penawaran tel'tl;ﬂiS
Pemenang lelapg. ditunjuk dari penawaran tertinggi dan telah mencapai
nilai limit. Apgibila penawaran tertinggi belum mencapai limit, maka .
penawaran dila;jl;ﬂcan secara lisan dengan harga naik-naik. Dalam hal
terdapat beberapf;;.penawaran tertinggi yang sama tersebut dilakukan
penawaran lisan sampai terdapat penawaran terakhir dan tertinggi.
Pembeli yang tcie;h ditunjuk sebagai pemenang lelang harus segera
melunasi pembayaran hasil lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah pelaksanaan lei;ing. Biaya-biaya yang harus dibayar, apabila ditunjuk
sebagai pembeli lelangj adalah :
a) Pokok lelaﬂg (harga tertinggi yang ditetapkan oleh Pejabat Lelang)
b) Bea lelang p;embeli (besarnya 4,5 % dari pokok lelang)
¢) Uang miskin (besarnya 0,4 % dari pokok lelang)
d) Biéya berdasarkan ketentuan perundang-undangan,®’
Secara ringkas, Proéedur Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan
oleh Bank Rakyat Indone.:sia Kantor Cabang Padang dapat dilihat pada bagan di

bawah ini:

37 misalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari
harga lelang setelah dikurangi Rp. 30 juta
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Bagan 3. Prosedur Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan

Oleh Bank R'ékyat Indonesia Kantor Cabang Padang

Bank Rakyat 3 Surat Kabar
Indonesia Kantor _ » Harian/Pengumuman
Cabang Padang/PUPN | ' Lelang
y T ' :
2 a1+
] ¥
KPKNL . 7a Kantor Kas Negara
5 6 8§ =
4
Peserta Lelang h 4 Bank

Bagan tersebut diatas diolah berdasarkan ketentuan yang terdapat pada

Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002

-tentang Petunjuk Telmis_:Pelaksanaan Lelang dan dari bagan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1.
2.

3.

Permohonan Iglﬁné dari kreditur

Penetapan haﬁ/t;n;ggal lelang .

Pengumuman . lelz.alng baik melalui tempelan/selebaran maupun surat
kabar setempat

Peserta lelang q.nfenyetor uang jaminan lelang minimal 30 % (tiga puluh

persen) dari harga

. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang

Pemenang lelang‘_membayar hasil lelang

a. Penyetor bea lelang, vang miskin dan PPh ke kas negara
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b. Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang

Selain penjualan melalui lelang, juga terdapat penjualan tidak melalui
lelang, yaitu pencairan barang yang dilakukan oleh penanggung hutang
selaku pemilik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dalam rangka
penyelesaian hutang yang diajukan melalui surat permohonan secara tertulis
dengan menguraik'ag .sekurang-kurangnya mengenai ;1raian barang yang
akan dijual, mlal -penjualan, identitas calon pembeli, dan cara
pembayarannya. l

Dalam hal pe_ne'mggung hutang meninggal dunia, permohonan dapat
diajukan-oleh ahli walarisnya. Cara ini dalam praktek perbankan lebih dikenal
dengan penjualaﬁ-barang jaminan dibawah tangan.

Parate ekseku:si .m.elalui penjualan barang jaminan dengan cara dibawah
tangan yang bertujuan uptuk memperoleh harga tertinggi dan memenuhi
Syarat-syarat:

a) Ada kesepakatan tertulis diantara para pihak;

b) Tidak ada pil;k_ak yang berkeberatan

Di dalam perijualan obyek Hak Tanggungan dengan cara di bawah
tangan atau tidak rﬁelélui ielang ada beberapa tahapan yang dilakukan Bank
Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang, yaitu:

1} Tabapan N_cg_bsiasi antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Dalarm tahapan ini terjadi negosiasi antara pihak kreditur/bank
dengan plhak debitur yang ingin menyelesaikan hutangnya secara

tidak meialui lelang.
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Pada taliapan ini tercapai suatu kesepakatan antara para pihak.
Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah:

a. Kescpakatan tentang harpa objek yang akan dgual secara
dibé‘}vah tangan yaitu dengan menjual dengan tidak
Iﬁélqlui lelang. Kelebihan proses penjualan tidak melatui
leiaﬁg adalah, bahwa pihak debitur dapat ikut menentukan
harga objek hak tanggungan yang akan dijual, bal ini tentu
tidgk didapati pada penjualan secara lelang. Kesepakatan
ﬁgﬁtang harga ini adalah hal yang penting - untuk
,ménghindarkan gugatan debitur di kemudian hari
diicércnakan merasa obyek hak tanggungannya dijual

_de;ﬁ'gan harga tidak sewajarnya. Ka:ena_ pada dasarnya
perijualih] tidak melalui lelang ini adalah kesegpkatan
antara para pihak untuk menyelesaikan hutang piutang.

b. Kesepakatan tentang tata cara penjualan.

Dalam hal ini penjualan obyek hak tanggungan, ada 2
(d'uai cara yang dapat ditempuh. debitur menjual sendiri.

a. Dalam hal ini adalah dengan seijin pihak bank
debitur mencari pembeli sendiri, dan pada saat jual

:- | beli harus dengan sepengetahuan pihak bank.
'b. Debitur memberikan surat kuasa khusus untuk
menjual kepada bank Surat kuasa khusu untuk
‘ * menjual diperlukan sebagai alas hak pihak bank
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untuk melakukan penjualan terhadap obyek hak
. tanggungan -
2).Tahap pelaksanaan Penjualan
Setelah terjadi suatu kesepakatan antara debitur dengan kreditur
tentang harga. objek hak tanggungan serta cara penjualan maka
tahapan selanjutya dilaksanakan proses penjualan obyek hak
tanggungan dengan tidak melalui lelang, antara lain :
a) Pihak debitur mencari pembeli sendiri
b‘alam hal ini, pihak debitur ialah pihak yang aktif
mencari pembeli yang akan membeli obyek hak tanggungan.
Bank éebagai kreditur bersifat pasif. Pada tahap ini perbuatan
hul%um yang terjadi adalah adalah jual beli pada umumnya,
' yait.u jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdata, dan
pelaksanaannya menggunakan akta PPAT, ‘tetapi berlaku
ketentuan bahwa pada saat pembayaran, pembeli obyek hak
tanggungan menyerahkan uang pembayaran kepada bank.
Dan untuk seterusﬁya pihak bank akan melakukan
konipe_nsasi terhadap hutang debitur, ditambah dengan biaya-
biayﬁ. yang timbul, antara lain; biaya profesi, denda biaya
administrasi, dll, dan sisanya akan dikembalikan kepada
debitir.
b).DebigiIr memberikan surat kuasa khusus untuk menjual
kepédé bank untuk mencari pembeli.- Dalam hal ini pihak

deBiﬁm memberikan surat kuasa khusus untuk menjual obyek
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bak tanggungan kepada bank, dengan dasar surat kuasa
khusﬁs" ini, maka pihak bank dapat melakukan penjualan
terhadap obyek hak tanggungan.

Setelah jpihak bank melakukan jual beli dengan pihak pembeli
maka tahapan’ selanjutnya adalah pihak bank akan melakukan
kompensasi ‘terhadap hutang debitur, ditambah dengan biaya-biaya
yang timl;ul; a.ntara lain; denda, biaya administrasi, dll, dan sisanya
akan dikembaiikan kepada debitur.

3) Tahapan Peralihan Hak atas Tanah

Tahapan pe_.reztlihan hak ini prosesnya terjadi di Badan Pertanahan
Nasional, .yéﬁtu berdasarkan pada perbuatan hukum jua! beli yang
telah dilakuk_én sebelumnja oleh para pihak.

Proses penjualﬁn dibawah tangan relatif lebih cepat dilakukan jika
dibandingkan dénéan lelang, karena antar pembeli dan debitur atau
penanggung huta;lg- dapat langsung _bertemu serta melakukan proses tawar
menawar, sekalipun bank tidak mengetahuinya, karena bagi bank yang
paling penting hasil penjualan itu sendiri. Sedangkan dalam proses lelang
seringkali terjadi ga;gal.dilakukan oleh karena tidak adanya peserta lelang
ataupun karena sesab-sebab yang lain seperti penetapan harga limit yang
terlalu tingpi. Penj@m dibawah tangan dapat dilakukan secara diam-diam
untuk menjaga nam:a-baik dan martabat, serta memberikan perlindungan
yuridis maupun sosiolc;gis bagi penanggung hutang atau debitur untuk tetap

menjalankan kegiatan usahanya, tanpa merasa kuatir disingkirken dari
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lingkungan bisnisr:l);a hanya karena tidak dapat memenuhi kewajiban
hutangya kepada bank, sehingga jaminannya disita dan dilelang.

Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang, pelaksanaan
parate eksekusi tidak melalui lelang dalam tahun 2009-2010 terjadi 8
(delapan) kasus. Dari 8 (delapan) kasus tersebut, Penjualan barang jaminan
yang dilakukan oleh debitur sendiri ada 5 (lima) kasus dan penjualan barang
jaminan yang dilakukan oleh pihak bank ada 3 (tiga) kasus. Penjualan
barang jaminan oleh pihak bank dilakukan kepada nasabah bank lainnya.

. Penebusan barang ‘]:aminan

Penebusan, yaifu pencairan barang jaminan yang dilakukan oleh
penjamin hutang dalam rangka penyelesaian hutang, dengan syarat barang
jaminan -yang ditebu.s; nilainya paling sedikit sama dengan nilai pengikatan
serta mengajuka;l -permohonan secara tertulis yang memuat sekurang-
kurangnya tentang. l;réiau barang yang akan ditebus, nilai penebusan, dan
cara pembayarannya. - |

Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penebusan barang jaminan
oleh pihak ketiga:(pe_njamjn hutang) dalam tahun 2009-2010 hanya ada 2
(dua) kasus. Salah éatu dari 2 (dua) icasus tersebut, yang menjadi penjamin
hutang adalah sebuah perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa
pemborongan yané" menjm hutang debitur dengan alasan letak objek
yang sesuai dengan yang diinginkan dan memungkinkan untuk melakukan

kegiatan usahanya. - .
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B. Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi
Hak Tanggungan oleh ' Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang
dan Seolusinya |

Dari pelaksanaan 'parate cksekusi hak tanggungan oleh Bank Rakyat
Indonesia Cabang Padaﬁg yang telah diuraikan di atas, terdapat kendala-kendala
dijumpai dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara lelang

a. Adanya perla\;zahan Pihak Tereksekusi.

Dari data ;centang frekuensi pelaksanaan parate eksekusi hak
tanggungan ol?h Bank Rakyat Indonesia dalam tahun 2009-2010, ada
6 (enam) kasus yaitu pada saat dilakukan penyitaan objek berupa
tanah dan bangunan diatasnya.

Pihak te.re.ksekusi tetap tidak mau meninggalkan objek berupa
tanah 'dan_ béﬁgunan tersebut karena mercka masih beranggapan
bahwa objek tersebut masih hak mereka. Hal ini juga terjadi setelah
dilabm@ lelang,.

b. Peminat untuk ikut lelang sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali.

Seperti yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Padang dalam 2 (dua} tahun terakhir (tahun 2009-2010), dapat dilibat
sedikit sekali peminat untuk ikut dalam pelaksanaan lelang.

Menurut plhak Bank, hal ini terjadi karena berkaitan dengan
objek berupa 'ta;:lah dan bangunan diatasnya yang susah dilakukan
pengosongannya, sehingga mebuat peserta yang ingin ikut lelang

beranggapan bahwa setelah objek menjadi milik mereka, terjadi
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sengketa anta::"i pemenang lelang dengan penanggung hutang, Hal ini
menimbulkan ketakutan bagi mereka untuk mengikuti lelang tersebut.
Selain itu, menurut pengakuan peminat yang ikut lelang pada
kepada pthak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang, mereka
mengeluhkan tentang penetapan Harga Limit yang tidak sesuai
dengan letak dan ko-ndisi objek. Fakior lainnya yaitu ketidaktahuan
masyarakat tentang dilaksanakannya lelang tersebut.
2. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melalui lelang (penjualan bawah
tangan)

Pelaksanaan_ "parate eksekusi dengan penjualan bawah tangan
mempunyai hamb‘atan yaitu adanya pihak debitur yang tidak kooperatif
terhadap proses pf;njualan tidak melalui lelang. ‘

Hambatan'ini‘ muncul yaitu apabila pada tahap negoisasi, disepakati

. bahwa pihak debitur yang aktif mencari pembeli, tetapi pada
kenyataannya ternylata debitur mempunyai itikad yang tidak baik, yaitu
tidak aktif mencari pembeli dengan harapan bahwa objek hak tanggungan
tidak segera dijual. Hal fersebut merupakan itikad buruk dari debitur
yang menyalahi kesepakatan awal pada saat negoisasi.

Dan apabila hal tersebut terbukti oleh pihak bank maka mendasarkan
pada ketentuan i’asal 6 UUHT yaitu memberi hak kepada kreditor selaku
pemegang hak tz;nggungan pertama untuk menjual objek atas kekuasaan
sendiri melalui pé}elangan umum sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-

undang Hak tanggungan.
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Dari kendala—kend;la pelaksanaan lelmé diatas, maka solusi dalam
mengatasi permasalahzin tersebut, yakni :
1. Pelaksanaan iaaxaté eksekusi dengan cara lelang
a. Adanya Perlawanan Pihak Tereksekusi

Berdas_al*kan kendala ini, maka satu-satunya cara yang bisa
dilakukan a&alah dengan dilakukannya pengosongan objek secara
paksa. Sita p;ksa ini dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang Padang dengan meminta bantuan paﬂa pihak
kepolisian. ]jeﬁgan diadakannya pengosongan objek secara paksa ini
sebenarnya m;c_llah menambah biaya pengeluaran, namun memang
tidak ada card Jain untuk dapat melakukan pengoson;gan tethadap
objek. .

b. Peminat untuk ikut lelang sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali.

Upaya ..3‘fang dﬂMm oleh pihak Bank untuk mengatasi
kendala yaﬁg berhubungan dengan peminat lelang yang sedikit
bahkan tiﬁéi{ ada sama sekali adalah dengan meyakinkan peserta
yang mgm ikut lelaﬁg bahwa tidak akan ada sengketa di kemudian
hari mengenai objek berupa tanah dan bangunan diatasnya apabila
berhasil memenangkan lelang tersebut.

Kemudi@ sesuai pengakuan peminat yang ikut lelang kepada
pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang yang
mengeluhkan tentang penetapan Harga Limit yang tidak sesuai
dengan letak dan kondisi objek, pihak Bank mengatasinya dengan

memberitahukan secara langsung pada peserta yang ingin ikut lelang
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bahwa har'gla limit tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya sesuéii
dengan ko;idisi dan letak objek dan dilihat sebesar nilai
pengi.katénny%a.

Untuk ketidaktahuan masyarakat tentang akan dilaksanakan
lelang, pihak Bank mengusahakan agar informasi dilaksanakan
lelang hak tanggungan ini lebih menyebar dengan memperbanyak
penempelan 'i)engumuman lelang di tempat keramaian sechingga
mudah dibada oleh masyarakat, bahkan pihak bank melakukan
pengumumarnnya melalui internet. Dengan hal tersebut diharapkan
peminat lelang lebih banyak dari sebelumnya.

2. Pelaksanaan pa_xja.té ecksekusi tidak melalui lelang (penjualan bawsah
tangan) - |
Untuk meﬁggtasi debitur yang tidak kooperatif yang mana debitur
tidak Mf mencaﬁ pembeli dengan harapan bahwa objek hak tanggungan
tidak segera ﬁjuﬂ, itu bertentangan dengan kesepakatan pada tahap
negoisasi yaitu ,pihak debitur aktif mencari pembeli, tetapi pada
kenyataannya teinyata. debitur mempunyai itikad yang tidak baik, maka
pihak Bank melakukan pengontrolan kepada debitur tersebut dan
membatasi waktu d;ebitur untuk dapat menjual barang jaminan tersebut,
Dan apabilal terbukti bahwa debitur beritikad tidak baik oleh pihak
bank maka meﬁdasarkan pada ketentuan Pasal 6 UUHT yaitu memberi
hak kepada kre&itbr s.elaku pemegang hak tanggungan pertama untuk
menjual objek ata‘s‘ kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sesuai

ketentuan Pasal (_:S’Undang-undang Hak tanggungan.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasanfpémbahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang _‘Padang, dapat ciilakukan dengan mengadakan lelang
terhadap objek j(ang berupa tanah'dan/atau bangunan, dengan penjualan
bawah tangan (taﬂpé melalui lelang) dan penebusan oleh pihak ketiga
(penjanﬁn hutang). Namun di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Padang, pelaksanaap- parate eksekusi dengan penjualan bawah tangan lebih
berhasil daripada derigan mengadakan lelang.

2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan

1) Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara lelang
a. Adanya pérlawanan Pihak Tereksckusi
b.Peminat untuk ikut lelang sedikit dan bahkan tidak ada sama
sekali., -
2) Pelaksan;}al; parate eksekusi-tidak melalui lelang (penjualan bawah
tangan)
adanya pihak debitur yang tidak kooperatif terhadap proses
penjualan tidgk melalui lelang
Dari kendél_a.—kendala pelaksanaan lelang diatas dapat ditemukan
solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni :
1). Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara lelang

a. Adanya Is'e_rlawanan Pihak Tereksekusi
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c'afa yang bisa dilakukan adalah dengan dilakukannya

pengdsongan objek secara paksa.
b. Peminat‘j untuk ikut lelang sedikit dan bahkan tidak ada sama

sekali., - |

Cara mengatasinya adalah dengan meyakinkan peserta yang
ingin ikut lelang bahwa tidak akan ada sengketa di kemudian
hari, dan penetapan harga limit sudah diperhitungkan
sebelunﬁya sesuai dengan kondisi dan letak objek dan dilihat
sebesar hilai pengikatannya.

2). Pelaksanaan parate eksekusi tidak melalui lelang, pihak Bank
melakukan pengontrolan kepada debitur tersebut dan membatasi
waktu udebitdr untuk dapat menjual barang jaminan tersebut. Dan
apabila terbukti bahwa debitur beritikad tidek baik oleh pihak
bank maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 UUHT.

A. Saran
l. Demi kelancaran proses pelaksanz;an parate eksekusi, bank perlu
melengkapi berkas - kreditnya dengan pemyataan dari debitur tentang
persetujuan untuk mienjual objek jaminan baik dengan cara lelang maupun
dibawah tangan ‘apabila wanprestasi, sehingga tidak perlu melakukan
pengosongan paksa yang hanya akan menambah biaya yang dikeluarkan
oleh pihak bank. - -
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2. Meningkatkan pemibinaan nasabah sebagai upaya edukasi kepada debitur
untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan agar segera menyelesaikan
kreditnya dan ‘memberitahukan secara lebih detail akibat dari tidak

diselesaikannya kredit tersebut.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakulttas HuRurn
Universitas Andalas

Jalan Pancasila. No. 10 Padang - 26117 Telp. (0761) 27404

Nomor : 34/ /116.4/KM-RM/2010 Padang, 29 September 2010
Lamp. : - ’
Hal : Tugas Survey/ Penelitianls_tudi Pustaka

Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/ Wawancara/dll.

Kepada Yth. :
Sdr. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang
di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa :

Nama : Dina Wahyuni

Nomor Bp : 07940180

Prog. Kekhususan : Hukum Bisnis

Fakultas : Hukum Reguler Mandiri,

Alamat : ). Perintis Kemerdekaan No. 32 Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai
tanggal 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka
menyusun Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PADANG” pada kantor yang saudara
pimpin. '

Sehubungan dengan maksud di atas, kami mohon bantuan Saudara.agar kepada yang bersangkutan
dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitiantersebut. Disamping itu kami
mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang’ bersangkutan telah selesai
melaksanakan tugas dimaksud. a

Demikianlah disampaikan kepada-saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikgn kepada Y_fh, :

Sdr. Dekan fakultas Hukum Universitas Andalas
Sdr. Ketua Bagian Hukum Bisnis

Sdr. Pembimbing | dan i1

Sdr. Yang bersangkutan

Pertinggal toe

I O
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas FuRuan
T Iniversitas Andalas

Jalan Pancasila No. 10 Padang - 25117 Telp. (0761) 27404

T

Nomor : 74/ /J16.4/KM-RM/2010 Padang, 29 September 2010
Lamp. : - :
Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka

Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang
di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa :

Nama : Dina Wahyuni
Nomor Bp : 07940180
Prog. Kekhususan : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri,
Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Padang
_Untuk melakukan : Penelitian Lapangan oo .
Judu! : “PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI
BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PADANG”
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk jtu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana
mestinya, diamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat-membantu dalam memberikan data
yang dibutuhkan. :

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kérjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth,
. Sdr. Rektor Universitas Andalas

Sdr. Dekan fakultas Hukum Universitas Andalas
. Sdr. Ketua Baglan Hukum Bisnis
- Sdr. Pémbimbing | dan It
Sdr. Yang bersangkutan
. Pertinggal '

N B
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PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
- KANTOR CABANG .
Jin. R. A. Kartini No.-5 Kotak Pos 67 Padang 25112
- ‘Telp : (0751) 33383 (Hunting) Facsimijla : 31727
E-mall : CO058@corp.bri.co.d -

PADANG
Nomor :B-618KCUULYV022011 = - ' Padang 23 Februaari 2011
Lamp : - . . '
Perihal : Pemberitahuan telah melakukan Penelitian T Kepada Yth :
' " Bpk Dekan Fakultas Hukum
. Universitas Andalas
Di
Padang
) Dengan ini kami sampaikan bahwa mahamsm Sausara yang melakukan penelitian pada
perussahaan kami, yaitu : )
Nama . -':Dina-Wahyurﬁ-'
No.BP - 107940180
. Program Kekhususan ~ : Hukum Bisnis )
. Fakultas .. :Hikum Reguierrvfggdiﬁ
Menyatakan' bahwa yang hersangkutan teIah selesa1 melakukan penehnan pada
perusahaan kami selana 3 (tiga) bulan yaltu, pada- tangga.l 29 September s/d 26 Desember .
2010. . - .
~ Demikian pembentahuan ini dxsampalkan dan dap dipergunakan 'sebagaimana
mestlnya
7 PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
tdasan :

ATSip

" Model 54



PEMERWTAHKOTAPADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDAS]I
Nomor ; 070. 133 / Kesbang.Pol/ 2010

adang sclclah ncmbﬁcn dan mempelajari
: - kum O nand
4. Surat dari Pembantu. Dekan I, Fakultas Hukum

................

cngan ini memberikan perselujuan dan tidak keberatan diadakan P

enclittan/Survel/ Pemetaun/ PICL ;i

ta Padang yang diadakan olch .
ma DIMA WAHYUNE - .- : o
mpat/ Tangpal Lahiy Lubuk.Sikaping, 29. Maret 1990 ..

i : Mahasiswi 1 i
:22?3: Padang . : Jln.Perintis Kemerdekaan 10.32 Jati Pdg
ksud Penelitian - : Tugas Akhir
ktu/ Lama Penelitian ' 3 %‘blga) bulan

e Parateeksekusi Hak Panggungan-
ul Penelitian/ Survei/PIL - §§l%§i§n§§§yat Irdonesia Kantor Wilayah Pdg.

, ES TA - R WILAYAH
asi/ Tempat Penelitian/Survei/PicL, 5 = 11_))’31- BANK RAKYAT TNDONESIA KANPO '
i e gl

. o

zola Rombongan

7 ketentuan scbagai berikut;
lidak dibenarkan menyimpang dari keran gka d

Sanibil menunjulckan Surat Iéctcrungnn Rekomendasi ini; supaya melaporkan kepada i
3admg/lnstansi/Kantdr/Bn‘gign[ Camial dan Penguasa dimana Sdr. Mclukukan
erta melaporkan diri sebélum meninggalkan dacrah penelitian.,
fematuhi segala peraturan yang ada c'hl_n adat istiadat scrta kebiasamn Masyaraka :
clesai pénelitian harus molaporkan hasilnya Kepada, Walikota Padang
ol dan Linmas. '

ia terjadi penyimpangan
tinjau kembali,

an maksud penelitian,

epala Dinas/
enclitinn/ Survei/PR L
elempal,

Cq. Kcepala Kantor Kesbang

atas Ketentuan dj atas, muka’ Surat Keterangany/ Rekomendasi ini akan

' X Padang, 05 Oktober 2010
DITERUSKAN KEPADA YTH : A

1. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia
- o {antor Wilayah Pdg /S
2. Pembantu Dekan T, Fakultas Hukum <y

3’y Yang bersgﬂﬁ"zgtan .
4, Pertinggals - o <\ DROD




PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk_

‘KANTOR CABANG
Jalan R. A. Kartinl No. 5 Kotak Pos 67 Padang 25112
A Telepan : (0751) 38383 (Hunting)
Facsimlle': 31727, Kawat : CABR| PADANG

Nomor @ B, 6380 -IIVKC/ADK/ 1172010

Lam),
Perihal

Tindason :
~ATrsip.

: 1 (satu) set. '

beberapa Debitur Kami, taka sesuai dengan Ketentuan yang

mengajukan permohonan kepada Saudara untuk melaksanakun Lel

: Permohonan Lelang Apunan Kredit

Model 54

Padang, 04 November 2010

Kepada

Yth.

Keétua KPKNL Padang |
Julan Perintis Ketnerdekaan Jati .

Di—

PADANG

Berhubung seg-;lla upaya pengurusun / penagihan yang telab kami lakuken sendiri
untuk penyelesaian Piutang Negata / Kredit ‘Macet belum mendapatkan penyelesaian dari

berdaku dengan ini kami
ang Agunian Debitur Kamni

dengan rincian sebagai berikut :

F Tunggakun Jumish
Ne Hama Dol Pokok Bunga | Penalty | B2 | Kewajiban
- ADM
1 | Muchlis Jamil 275.000.000 |  50.845.337 113.927 | 112.000 |  330.071.264
2 | Yosteza Muchlis . 296.428.426 |  89.383.320 1.637.561 0 387.451.307
3 | CV. Memori 633.000.000 | 236.023.579 | 87.537.513 | 176.000 |  995.739.092
4 CV. Memon ’ ‘21-1.516.848 78.068.111 13.085.893 | 384.000 306.034.582
5 | Yelva Juits Eka Putd 109.311.633 21.437.348 117.168 4.084 133.290.433
6 { Zulmardhani AR ~ - 110.000.000 |  29.760.126 | 3.218.114 | 288.000 | 142286240
7 | Cohaya Surys Abadi- 490,000,000 | . so.s82.722 | 11187188 | &4.000 $51.831.910
8 | Riky Simnon 230.337.025 6746387 |  1.090.192 | 32.000 | 237.868.579
LY Riky Sinzon 370.770.225 22.034.804 264.861 o 330.069.890
Untuk kelengkapan data dalan pengurusannya, betsama ind kami lanpirkan-: .
.+ Copy Surat Perjanjian Kredit. %
Salinan Rekendivg Korai. '
Copy Pemilikan Agunan,
Copy Pnegikatan Agunan, )

kasth,

R SR

Copy Surat Paetingatan.

Daftar Agunan-yang akan dilelang,
Sutat Pembetitahvan Lelang,
Strat permintaat pengosongan agunan yang akan dilelang, )

Dezflikian kani ;énipaikmx, atas bantuan dan ketjesama yai:zg baik diupapkén terima
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA '

'KANTOR WILAYAH Il PEKANBARU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

Gg.KPPN Lt.II Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telepon :{0751) 21306-28299
Kode Pos 25129 c . Faximile : (0751) 21306
Nomor : S-991 MWKN.O3/KNL.01/2010 . 22 November 2010
Sifat : Segera '
Lampiran 1. :
Perihal : Penetapan Jadwal Lelang 5

Yth.  Pimpinan PT. BRI (Persero) .
Cabang Padang
Jalan R.A Kartini No.5
| Kota Padang

Menunjuk surat Saudara Nomor : B.6380-III/KC/ADK/11/2010 tangga!l 04 November 2610
perihal Permohonan [Lelang Agunan Kredit, maka dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang
maka dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan pada:

Hari ! Kamis

Tanggal . 23 Desember 2010

Pukul : 09.00 WIB )

Tempat Lelang : Kantor PT. BRI (Persero) Cabang Padang
Jalan R.A.Kartini No.5 Kota Padang

Diharapakan setelah Bapak -menerima penetapan pelaksanaan lelang blan_g dimaksud,
agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut: X

1. Mengumumkan pelaksanaan lélang dimaksud sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 23
November 2010 (Pengumuman Pertama) melalui Surat kabar harian atau selebaran/
pengumuman tempel, dan pada tanggal 8 Desember 2010 (Pengumuman Ke dua) melalui
Surat Kabar Harian;: ' ' '

2.. Mengirimkan bukti pengumuman'. lelang, ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Padang; °

. Memberitahukan rencana pelaksanaan lelang  dimaksud kepada penanggung
hutang/penjamin hutang/debitur; ' o

. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis
pembatalan lelang dimaksud ke Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Padang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

fretes

2.

o G
embusan : :
. Seksi Pelayanan lelang;
. Seksi Hukum dan Informasi; - -
. Kasubbag Umum. -




-
' PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Nomor : B- 8970 -KC/VADK/11/2010

Kantor Pt,layancin Kekayaan Ncg,ara dan Lelang (KPKNL)  Padang akan
menyelenggarakan penjualan se¢cara umum (lelang) Eksekusi Hak Tanggungan atas
permintaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang selaku
Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan,
terhadap barang-barang dari pemberi Hak Tanggunpan dibawah ini :.

I. MUCHLIS J AMIL
a.

1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM No. 155/ Kel. Parak Gadang
Timur, seluas 506 M2, atus nama : MUCHLIS JAMIL, Surat Ukur No.
2/PG171999 tanggal 18 Februart 1999, berikut bangunan rumah

beserta segala sesuvalu yang berada di atasnya, terletak di jalan Air.

Camar No. 8B RT.001 RW.001 A/3, Kelurahan Parak Gadang Timur,
Kecamatan - Padang Timur, Kodya Padang. ( Harga llmlt Rp.
44! .000.000,- ; uang Jdlllllldll Rp. 88.200. 000,- Sy

2. CV.MEMORI/ YOSTEZA MUCHLIS
a.

I (sat:) bidang tanah berdasarkan SHM No. 802/ Desa Olo, seluas 127
M2, atas nama : YOSTLEZA MUCHLIS, Surat Ukur No..204/2005
tanggal 13 J.muar: 2005, berikut bangunan beserta segala scsdatu yang
berada di atasnya, terletak di jalan Pemuda No, 51C, RT 06 RW 02,

Keturahan Koto Marapak Kecamatan l’adung:, Barat, Kodya Pud,ang (-

Har;,d limit Rp.: 650 000.000,- ; uang jaminan Rp. 130.000.000,-)."

3. YELVA JUITA EKA PUTRI

il

1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM No. 2425/ Kélurahan Kuranji,
seluas 165 M2, atas' nama : YELVA JUITA EKA PUTRI, Gambar
Situasi No. 582/2004 langgal 12 Februari 2004, berikut bdm,unan
beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, terletak di Perumnas

‘Belimbing, jalan Delima Raya I No. 214 RT.04 RW.08, Kelurahan

Kuranji, Kecamatan Kurany Kodya Padang, ( Harga llmlt Rp.
150.000. 000,-: uang jaminan Rp 30. 000 000,-). .

4. ZULMARDHANI Ar.Am.Kep

" a.

I (satu) bidang tanah berdasarkan SHM No 2206/ Kel. Batang Kabung
Ganting, seluas 153 M2, atas nama : 1. SUCI TYASNINGRUM.AA,
2. ZULMARDHANI. Ar.Am. Kep, Surat UKur No. 00701/2003 tanggal
14: April 2003, bérikut bangunan beserta segala sesuatin yang berada di
atasnya, terletak -di Komplek Perumahan Taman Citra Berlindo Blok
J/3 RT.01 RW.01, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan
Koto Tangah, Kodya Padang. ( Harga limit Rp 100.000.000,- ; vang
_]amman Rp. 20 000, 000 - , .

5. CV. CAHAYA SURYA ABADI/ WAHYUDIN .

a.

1 (satu) bidang tanah bérdasarkan SHM No. 1756/ Kel. Alal Parak
Kopi, seluas 304 M2,-atas nama : Dra. NURLIS RAJAB, Gambar
Situasi No. 624 tanggal 31 Oktober 2003, berikut bangunan beserta

segala sesuatu.yang beradd’ di atasnya, terletak di-Alai Parak Kopi -

RT.04 RW.02, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara,
Kodya Padang ( Harga limit Rp. 287.000.000;-.; vang jaminan Rp.
57.400.000,-). . -

Fs



6. KASIRIN.

a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM No. 1192/ Kel. Pampangan,
seluas 130 M2, atas nama : KASIRIN, Surat Ukur No. 00625/2006
tanggal 11 Agustus 2006, berikut bangunan beserta segala sesuatu
vang berada di atasnya, terletak di Komplek Jala Utama 11 Blok J2/ 01,
Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang. (
Hdrgd limit Rp. 50 000.000,- ; uang jaminan Rp. 10.000.000,-).

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang.

Hari/tanggal - : Kamis, 23 Desember 2010.
Jam , :09.00WIB ° *
Tempat Lelang :. Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Padang, JIn. Kartini No. 5 Padang.

Syarat—syarat Lelang.

*

% N

Calon peserta lelang diwajibkan menyelor vang jaminan scbagmmana
tersebut diatas ke rekening KPKNL Padang pada PT. Bank Mandiri Muara
No. 111.000.202.:9052 efektif paling lambat | (satu) hari sebelum
pelaksanaan lelang atau selambat-lambatnya hari Rabu tgl 22 Desember
2010, jam 15.00 WIB.

Calon peserta yang telah menyetorkan uang jaminan wajib melapor kepada
Pejabat Lelang dengan membawa bukti setoran, foto copy indentitas 2
(dua) rangkap, dan 2 (dua) lembar meterai Rp. 6.000,- paling lambat 1 jam
sebelum pelaksanaan lelang (pukul 08.00 WIB).-

Pelunasan tunai paling lambat 3 (liga) hari kerja.

Uang jaminan pescria lelang yang tidak- -memenangkan lelang
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. '

Bdrang-bardng, ‘dapat  dilihat pada alamat lersebut di atas sejak

" pengumuman ini.

Semua barang -ditawarkan apa adanya, segala bentuk kckurangan/

. kerusakan menjadi risiko dan tanggungan pembeli sepenuhinya.

Syarat-syarat fainnya akan ditentukan pada saat lelang,

Informasi lebih lengkapnya, silakan menguhubungi PT. Bank Rakyat
Indonesza (Persero) Tbk Cabang Padang, telp. 38383, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Padang, jalan Perintis Kemerdckaan No. 79
Padang, telp. 28299 dan 21306.

Padang, 23 Nopember 2010.

PT. Bank Rakyat lndones:a (persero Tbk
Kantor Cabang Padang 4 p

' o ' Syamsurizal
Pemimpin Cabang |



